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BAR | PENDAHULUAN
<

1.

Latar Belakang

Mempedomani Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun
Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin
tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan. Dimana dalam ketentuan umumnya, yang dimaksud dengan
Rencana Stretegis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan
Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode 5 (lima) tahun.

Selanjutnya menurut Pasal 13 ayat (1), Renstra Perangkat Daerah
memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang
disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra
merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja (Renja) yang disusun
setiap tahun oleh perangkat daerah. Renstra juga menjadi pedoman bagi
personil perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk

mencapai target-target kinerja yang ada didalamnya.

Kualitas penyusunan Renstra perangkat daerah akan sangat
ditentukan oleh kemampuan dalam memahami permasalahan, tugas dan
fungsi perangkat daerah serta dalam menerjemahkan visi, misi dan program
pembangunan RPJMD ke dalam Renstra perangkat daearah. Renstra
perangkat daerah menjawab tiga pertanyaan dasar yakni: (a) sasaran apa
yang hendak dicapai sesuai permasalahan dan isu strategis dalam lima tahun
mendatang; (b) bagaimana mencapainya; dan (c) langkah-langkah strategis
apa yang perlu dilakukan agar tujuan tercapai.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029

dilakukan secara bersamaan/simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan
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Renstra Perangkat Daerah Kabupaten. Sebagian substansi Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah
2025-2029 dilakukan dengan menjamin kesinambungan pembangunan
daerah terutama dalam rangka meningkatkan capaian Kkinerja
penyelenggaraan pemerintah daerah, terlebin menyangkut kualitas dan
kuantitas pelayanan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, baik
pada aspek Pembangunan pemerintahan, pelayanan publik maupun
pemberdayaan masyarakat.

Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin
Barat mengalami beberapa perubahan dan yang paling terakhir adalah
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016. Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Perangkat Daerah di Kabupaten
Kotawaringin Barat dengan aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati
Kotawaringin Barat Nomor 96 Tahun 2022 tentang Kedudukan, susunan
organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat sebagai perangkat daerah
yang mengemban tugas penegakan perda dan perkada, penyelenggaraan
ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
didalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sebagai upaya mendorong
pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan berkelanjutan. Tidak hanya itu,
dalam hal pelaksanaan tugas Satpol PP juga untuk memberikan pelayanan
kepada pelaku usaha mikro (UMKM) untuk tetap dapat merasa aman,
tentram dan tertib dalam menjalankan usaha sehingga mampu tumbuh dan
berkontribusi dalam percepatan pembangunan daerah.

Berdasarkan hal tersebut dalam penyusunan Restra Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029 dilakukan dengan menekankan aspek teknokratis melalui

pendekatan manajemen strategik, logic model, berfikir sistem dinamik.
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2. Dasar Hukum

a.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6633);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 201 Nomor 874);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar

Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban
Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

. Peraturan Menteri Dalam Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak

Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal,
Pembinaan Teknis Operasional Dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong

Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta
Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 548);

Peraturan Menteri Dalam Nomor 71 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1188);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1419);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar
Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi
Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
800);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);

. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman
Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangat Daerah Tahun 2025-2029;

. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah

Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);
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r. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 66) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 157);

s. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2018
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Tahun 2018 Nomor 1);

t. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2024 Nomor 3).

u. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 96 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat.

3. Maksud dan Tujuan
a. Maksud

Adapun maksud disusunnya Rencana Strategis Satpol PP Kab.
Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029 yaitu digunakan sebagai dasar
perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi
kebijakan pembangunan khususnya pada bidang Satpol PP untuk dapat
merumuskan program, kegiatan dan sub kegiatan setiap tahun selama 5
(lima) tahun sebagai langkah strategi mencapai visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati Kotawaringin Barat yang tertuang didalam RPJMD
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029.
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Visi tersebut adalah “Kotawaringin Barat Makin Jaya” (Maju,
Kinerja Berkelanjutan, dan Menuju Kejayaan). Sedangkan untuk misi,
Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat masuk didalam misi ke |l yaitu
“Mendorong Kemandirian Ekonomi Berbasis Kerakyatan Dan
Hilirisasi Potensi Daerah”. Harapannya adalah peran Satpol PP Kab.
Kotawaringin  Barat dalam menegakan perda dan perkada,
menyelenggarakan trantibum serta pelindungan masyarakat dapat
menciptakan iklim investasi yang kondusif serta memberikan pelayanan
dan perlindungan kepada pelaku usaha mikro (UMKM) untuk tetap dapat
merasa aman, tentram dan tertib dalam menjalankan usaha sehingga
investor dan pelaku usaha mikro mampu tumbuh dan berkontribusi dalam

percepatan pembangunan berkelanjutan.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1) Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan dan capaian
pembangunan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
serta perlindungan masyarakat;

2) Mensinergikan rencana pembangunan daerah urusan Kketertiban

umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;

3) Menganalisis isu-isu strategis, arah kebijakan, strategis dan kinerja
pelayanan urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
serta perlindungan masyarakat;

4) Merumuskan tujuan, sasaran perangkat daerah beserta indikatornya
sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.

5) Mendeskripsikan tentang program-program prioritas yang akan

dilaksanakan langsung oleh Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat.

4. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029
terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) bab yaitu:
Babl PENDAHULUAN
1. Latar Belakang;
2. Dasar Hukum;
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3. Maksud dan Tujuan;dan

4. Sistemtika Penulisan.

Bab il GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah;
b. Sumber Daya Perangkat Daerah;
c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM
sesuai dengan tupoksinya);
d. Kelompok Sasaran Layanan;
e. Mitra perangkat daerah dalam memberikan pelayanan
(apabila ada);
f. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat
daerah (apabila ada); dan
g. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat
daerah (apabila ada).
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan

b. Isu Strategis.

BAB Il TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN
1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029;
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran
Renstra Perangkat Daerah 2025-2029; dan
4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan
Sasaran Renstra Perangkat Daerah 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN
1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;

3. Uraian Sub Kegiatan berserta kinerja, Indikator, Target dan
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Pagu Indikatif;

4. Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukungf program
prioritas pembangunan daerah,;

5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra
Perangkat Daerah 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama
(IKU) Perangkat Daerah; dan

6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BABV PENUTUP
Bab ini memuat diantaranya kesimpulan substansial, kaidah
pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan

pemerintah daerah.
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GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN
DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
¢

1.

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Satuan Pol PP mempunyai tugas pokok melaksanakan

kewenangan Pemerintahan Daerah dibidang Satuan Polisi Pamong Praja

sesuai dengan Kkebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yaitu rnenegakkan Perda dan

Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta

menyelenggarakan pelindungan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Satuan

Pol PP menyelenggarakan fungsi:

1)

pengikutan proses penyusunan peraturan daerah serta
melaksanakan kegiatan pembinaan dan penyebarluasan peraturan
daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;

pembantuan pengamanan dan pengawalan tamu Very Very
Important Person (VVIP) terrnasuk pejabat negara dan tamu
negara;

pelaksanaan pengamanan aset sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan
pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah;

pembantuan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan
keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala masal,
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan
peraturan daerah, peraturan bupati clan keputusan bupati,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,

dan perlindungan masyarakat;
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10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

pelaksanaan koordinasi penegakan peraturan daerah, peraturan
bupati dan keputusan bupati serta penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian, ppns
dan/atau aparatur lainnya;

pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau satuan hukum
agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, peraturan bupati
dan keputusan bupati;

pengoordinasian pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana pelanggaran di bidang penegakan peraturan daerah,
peraturan bupati dan keputusan bupati, penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan
dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang
berada dalam penguasaannya;

pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program,
ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah
tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan, dan kearsipan;
pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);

penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan
Standar Operasional dan Prosedur (SOP);

pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penegakan
peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
dan perlindungan masyarakat;

penyelenggaraan unit pelaksana Satpol Pamong Praja kecamatan
dan jabatan fungsional;

pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

tugas pokok dan fungsinya.
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Struktur organisasi Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat dapat dilihat pada

gambar 2.1.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
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Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

b. Sumber Daya Perangkat Daerah
1) Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia
(Human Resources) Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat merupakan
akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari
berbagai disiplin ilmu, pangkat/golongan serta masa kerja dalam
rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja
berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2026.

Dalam menjalankan tugas Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin
Barat pada Tahun 2025 memiliki personil sebanyak 97 (Sembilan
puluh tujuh) orang. 40 (Empat puluh) PNS, 15 (Lima Belas) orang
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CPNS, PPPK sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang dan

tenaga outsourcing sebanyak 4 (empat) orang, dengan kualifikasi

yang terbagi sebagai berikut:

a) Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga outsourcing pada
Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat yang terdiri dari:

(1) Pejabat struktural : 14 orang
(2) Pejabat fungsional : 33 orang
(3) Pelaksana/staf : 8 orang
(4) PPPK : 38 orang
(5) CPNS : 15 Orang
(

6) Tenaga Outsourcing : 4 orang

b) Kualifikasi golongan yang diikuti oleh anggota Polisi Pamong Praja

Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

(1) Golongan IV : 5 orang
(2) Golongan il : 35 orang
(3) Golongan I : 15 orang

c) Pendidikan Formal

(1) Strata?2 : 4 orang
(2) Strata 1/DIV : 9 orang
(3) Diplomalil : 4 orang
(4) SMA/SMK/MA : 70 orang

d) Pendidikan dan Pelatihan

5 Diklat PAMWAL : 3 orang
6) Diklat fungsional : 15 orang

~—"

(1) Diklat PIM 3 . 3 orang
(2) Diklat PIM 4 : 8 orang
(3) Diklat PPNS : 4 orang
(4) Diklatsar Pol PP : 23 orang
(
(

Secara lebih rinci terlihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut:
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Tabel 2.1
Data Pegawai Per Januari 2025

Jumlah Jenis Kelamin Kualifikasi K SiEllE
Pegawai epegawaian
No Jabatan
Y:ng Laki- | perempuan | s2 | 1 | D3 | sma |sp | NS/ pppk
ada Laki P CPNS
A | Jabatan Pimpinan Tinggi - - - - - - - - -
Jabatan:
B 1. Administrator - 1 4 - - 5 -
2. Pengawas 2 2 6 - - 9 -
3. Pelaksana 44 36 8 - 2 3 39 - 10 36
C Jabatan Fungsional 35 27 8 1 7 31 - 33 2
Jumlah 93 75 18 4 19 7 70 - 57 36

Sumber data: Bezetting Kepegawaian Satpol PP, 2025

2) Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan bagian pendukung dalam

kinerja OPD untuk melaksanakan kegiatan. Sarana dan prasarana

yang dimiliki oleh Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat tertera pada

tabel 2.2 sebagai berikut.
Tabel 2.2
Daftar Aset Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat
No Klasifikasi Nama Bidang Baran I £l Satuan
9 9 Barang

1 Tanah 1 Bidang
Alat Besar 1 Unit
Alat Bengkel dan Alat 1 Set
Ukur
Alat Kantor dan Rumah 60 Unit
Tangga

2 Peralatan dan Mesin Alat Studio, Komunikasi 18 Unit
Alat laborattorium 10 Unit
Alat Persenjataan 44 Unit
Kendaraan Roda Dua 13 Unit
Kendaraan Roda Empat 9 Unit
Kendaraan Roda Enam 1 Unit

3 |Gedung Dan Bangunan Bangunan Gedung 19 Unit
Kantor
Gedung Rumah Dinas 2 Unit

4 Jalan Irigasidan Jaringan | Jalan -
Jembatan -
Instalasi Listrik Dan Telp -
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3)

5 |Aset tetap lainnya Bahan Perpustakaan 46 buku
Barang Bercorak -
Kesenian
6 |Aset tetap laninnya Aset Tak Berwuijud
7 Konstul_<si Dalam Konstuksi Dalam 1 Paket
Pengerjaan Pengerjaan

Sumber: Data Aset, 2025

Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran yang tersedia dalam menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat
adalah berasal dari APBD Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam
upaya meningkatkan pembangunan dan terbukanya isolasi dan
dampak maka perlu adanya suatu program pembangunan politik,

dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum dan masyarakat di

Kabupaten Kotawaringin Barat akan terwujud dengan baik apabila di

dukung anggaran yang cukup memadai, baik yang bersumber dari

APBD maupun dari APBN serta sumber dana lainnya, dengan indikator

tersebut sangat dibutuhkan tersedianya:

a) Dana anggaran yang cukup memadai.

b) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan
peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kotawaringin
Barat.

c) Adanya kemampuan dan komitmen kongkrit di dalam pengelolaan

suatu organisasi.

Ketersediaan anggaran pada Tahun 2025-2029 dapat
disajikan pada Matrik 2.1 sebagai berikut.
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14.000.000.000
13.500.000.000
13.000.000.000

12.500.000.000

12.000.000.000
11.500.000.000
11.000.000.000
10.500.000.000
10.000.000.000

2025 2026 2027 2028 2029
Tahun ' 11.498.422.000 11.584.520.000 @11.988.721.896 | 12.473.932.851 13.565.774.155

H Tahun
Sumber: Pagu indikatif Renstra 2025-2029

Matrik 2.1
Pagu Indikatif 2025-2029 Pada Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat
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c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satpol PP Kabupaten Kotawaringin Barat

Target Kinerja Realisasi Kinerja Capaian Kinerja (%)

No Indilkator Kinerja
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

A. | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1.Persentase Pelaksanaan 55 58 60 63 68 | 51,01 | 5388 60 63 68 9432 | 9289 | 100 | 100 100
Penegakan Perda

2.Persentase Pelayanan ketentraman 100 | 100 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
dan ketertiban Umum

B INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

1.Persentase Gangguan Trantibum 75 80 83 85 88 75 80 83 85 88 100 100 100 100 100
yang Dapat Diselesaikan

2.Persentase Perda Perkada yang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 100 | 100

Ditegakkan

c STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM
1.Pemenuhan standar sarana 0 0 1 2 153 0 0 1 2 153 100 100 100 100 100
prasarana  Satpol PP yang unit | unit | unit unit unit unit

digunakan  sebagai  penunjang
proses penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman
masyarakat serta penegakan Perda
dan Perkada yang dilaksanakan
oleh Satpol PP

2.Standar  Operasional ~ Prosedur 1 0 5 5 8 1 dok 0 5 5 8 100 100 100 100 100
(SOP) Satpol PP (SOP penegakan | dok dok | dok | dok dok dok dok
Perda, Tibumtranmas, pelaksanaan
penanganan unjuk rasa dan
kerusuhan massa, pelaksanaan
pengawalan  pejabat/orang-orang
penting, pelaksanaan tempat-tempat
penting, pelaksanaan operasional
patroli)
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3.Pemenuhan standar peningkatan 0 0 0 461 | 2% 0 0 0 461 294 0 0 0 100 100
kapasitas anggota Satpol PP dan org org org org
anggota Perlindungan masyarakat
dalam rangka penegakan
perda/perkada serta
penyelenggaraan Tibumtranmas
atau ASN yang telah lulus diklat
dasar Satpol PP** dan satlinmas
yang telah mengikuti peningkatan
kapasitas SDM

4.Pemenuhan standar pelayanan yang 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 100 100
terkena dampak gangguan dok | dok dok dok
Trantibum akibat penegakan hukum
pelanggaran Perda/Perkada
terhadap  pelayanan  kerugian
material

Sumber: data yang diolah, 2025

Selanjutnya, analisis capaian kinerja perlu dikaitkan dengan tingkat realisasi anggaran sebagai salah satu indikator
efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan. Realisasi anggaran selama periode tahun 2020-2024 mencerminkan sejauh
mana alokasi sumber daya (input) telah dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan luaran (output) dan hasil (outcome)

yang sesuai dengan target kinerja. Adapun rincian realisasi anggaran dapat disajikan sebagai berikut:
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Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Barat

Uraian Program dan Kegiatan

Anggaran pada Tahun ke- (%)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (%)

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum | 2.637.945.000 (1.816.871.600 |1.813.360.000 |3.243.062.200 |5.674.455.516 |2.604.117.298 | 1.802.125.944 |1.791.149.020 |[2.834.395.235 |4.258.359.972
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam  |2.583.791.000 |(1.801.645.000 |1.797.160.000 |3.000.868.700 |5.432.093.238 |2.550.230.898 | 1.787.490.944 ]1.775.069.020 |2.753.945.235 |4.094.919.947
1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten /Kota dan Peraturan 54.154.000 15.226.600 16.200.000 | 203.657.500 | 145.164.000 53.886.400 14.635.000 16.080.000 80.450.000 97.884.500
Bupati/Wali Kota
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan 1.223.925.550 |2.039.449.756 |3.539.770.000 1.202.034.520 | 2.016.684.105 |3.042.961.752
Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan 261.600.000 [2.039.449.756 |3.314.770.000 258.190.000 2.016.684.105 |2.818.241.752
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam
Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 962.325.550 225.000.000 943.844.520 224.720.000
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Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (%) SR Reallizs.l (?,/:;1 S VD Rata-rata Pertumbuhan (%)
Uralan Program dan Kegiatan 2020 2021 2022 2023 22 220 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Anggaran | Realisasi
1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum 2.604.117.298 | 1.802.125.944 | 1.791.149.020 | 2.834.395235 | 4.258.359.972 | 98,72 | 99119 | 98,78 | 8740 | 7504 10,39 6,28
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Keteriban Umum dalam 1 (satu) Daerah | 2.550.230.898 | 1.787.490.944 | 1.775.069.020 | 2.753.945235 | 4.094.919.947 | 9870 | 99,21 98,77 | NT77 | 7538 10,30 6,23
Kabupaten/Kota
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten 53.886.400 14.635.000 80.450.000 80.450.000 97.884.500 | 9951 | 9611 | 9926 | 3950 | 67,43 -49.47 -40,35
IKota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Program  Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan 1.202.034.520 | 2.016.684.105 | 3.042.961.752 0 0| 9821 98,88 85,96 0 0 20,59 18,53
Penyelamatan Non Kebakaran
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan 258.190.000 | 2.016.684.105 | 2.818.241.752 0 09870 | 9888 | 8502 0 0 31,41 2891
Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 943.844.520 0 224.720.000 0 0 | 98,08 0 99,88 0 0 25,00 25,00

Sumber: Laporan RFK

Keterangan:

= Rasio antara Realisasi dan Anggaran dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Realisasi Anggaran Tahun ke —n
Rasio= x 100%
Anggaran Tahun ke —n
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= Rata-rata Pertumbuhan Anggaran dan Realisasi dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Jml. Anggaran Th.ke (n) — Jml. Anggaran Th.ke (n — 1)

% Pertumb.Anggaran = 100%; % Pertumb. Realisasi
99 Jml. Anggaran Th.ke (n — 1) * 0 7o fertump. Heatsast

Jml. Realisasi Th.ke (n) — Jml. Realisasi Th.ke (n—1)
= — x 100%
Jml. Realisasi Th.ke (n— 1)

Rata-rata Pertumbuhan Anggaran/Realisasi = (% Pertumbuhan Th. 2018 + % Pertumbuhan Th. 2019 + % Pertumbuhan Th. 2020 + %
Pertumbuhan Th. 2021) /4
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d. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran pelayanan merupakan kelompok masyarakat
yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh
perangkat daerah. Identifikasi kelompok sasaran ini dilakukan dengan
mempertimbangkan fungsi, tugas pokok, dan kewenangan masing-
masing perangkat daerah, serta aspek kebutuhan masyarakat, kelompok
rentan, pemerataan akses, dan kontribusi terhadap pembangunan
daerah secara berkelanjutan. Dengan memperjelas siapa yang menjadi
penerima layanan, perangkat daerah diharapkan dapat lebih terfokus dan
tepat sasaran dalam menyusun strategi, kebijakan, serta pelaksanaan
program/kegiatan.

Berikut adalah kelompok sasaran pelayanan yang menjadi target
utama dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat

selama periode perencanaan strategis dalam bentuk Tabel 2.5.

Tabel 2.5
Kelompok Sasaran Layanan
No Bidang Jenis Layanan Kelompok Sasaran
1. Bidang Ketertiban | Laporan pengaduan | Masyarakat
Umum dan | masyarakat
Ketentraman Layanan Bantuan | Masyarakat
Personil
Standar Pelayanan | Masyarakat yang
Minimal rentan terdampak
2. Bidang Penegakan | Pelayanan Rekomendasi | Pelaku usaha
Perda Reklame
Layanan rekomendasi | Pelaku usaha
tempat usaha menengah dan kecil
serta investor

Sumber: data yang diolah, 2025

Tabel 2.5 menggambarkan kelompok sasaran yang menjadi fokus
utama dalam penyelenggaraan layanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kotawaringin Barat pada periode Renstra. Setiap kelompok
sasaran ini memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, yang
mempengaruhi desain dan implementasi layanan yang diberikan.
Penyusunan dan pemilihan kelompok sasaran ini bertujuan untuk

memastikan bahwa setiap layanan yang disediakan dapat tepat sasaran
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dan memberikan dampak yang maksimal.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik dari masing-
masing kelompok sasaran, perangkat daerah dapat menyusun strategi
yang lebih terarah dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Selain
itu, hal ini juga memungkinkan penyesuaian kebijakan dan program yang
lebih efektif, sehingga pencapaian hasil yang diinginkan dapat lebih

optimal.

e. Mitra Perangkat Daerah Dalam Memberikan Pelayanan
Disisi lain, Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat juga
mengembangkan kerja sama Lintas Sektoral. Optimalisasi kinerja silang
manajemen kolaboratif lintas sektoral merupakan salah satu faktor
pendukung dalam mencapai target kinerja. Adapun kegiatan yang
dilaksanakan lintas sektoral adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6
Kegiatan Lintas Sektoral

; Kontribusi Pihak Lain
No Lin:(aesglsat::tnoral .o tribus 2 'a : Output Manfaat
Pihak Kontribusi
1. | Operasi yustisia | TNI, POLRI | Koordinator Penertiban Pelaku  usaha
dan kegiatan bangunan usaha | tertib dalam
BAPENDA yang belum | pembayaran
membayar pajak pajak usaha
2. | Operasi Non | Dinsos, Operasi Non | Penertiban Terciptanya
Yustisia Disperindag, | Yustisia gangguan trantibum | Trantibum
Dinkes dan | gabungan terhadap
Kecamatan masyarakat
3. | Pemberdayaan | Satlinmas Patroli dan | Menyelenggarakan Masyarakat
Satlinmas Desa dan | Pengawasan trantibum di Desa | Desa dan
Kelurahan dan Kelurahan Kelurhan yang
aman, tentran
dan tertib
4. | Layanan SPM | Posyandu Memberikan tindaklanjut Pelayanan
melalui Desa dan | pelayanan pengaduan urusan | trantibumlinmas
Posyandu Kelurahan tindaklanjut trantibumlinmas
pengaduan
urusan
trantibumlinmas

Sumber: Data diolah, 2025

Mitra-mitra yang tercantum dalam tabel 2.6 memiliki peran penting
dalam memperkuat penyelenggaraan layanan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Kotawarigin Barat. Kolaborasi yang terjalin
antara perangkat daerah dengan mitra ini menunjukkan adanya sinergi

yang mendukung pencapaian tujuan bersama, serta memastikan bahwa
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pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terlaksana secara
efektif dan efisien. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak,
diharapkan mampu tercipta pelayanan yang berkualitas, tepat waktu, dan

sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan adalah untuk mengidentifikasi
rancangan awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan
pelayanan perangkat daerah dan laporan KLHS RPJMD 2025-2029 yang
berkaitan dengan pelayan perangkat daerah. Selanjutnya, identifikasi
permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah secara
terpisah atau sekaligus. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai
permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan
tanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita)
yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian
pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Dari
rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data
kesenjangan (gap) antara kinerja yang dicapai saat ini dengan yang di
rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan
menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah seperti pada Tabel
2.7 berikut ini:

Tabel 2.7
Analisa Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah

Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
Potensi  gangguan Penyelenggaraan Masih belum tertibnya
keamanan, trantibum belum | Penegakan perda dan
ketertiban umum terjangkau di 5 (lima) | perkada terkait kegiatan
dan kenyamanan Kecamatan masyarakat dan pelaku
lingkungan terhadap Ketersediaan jumlah Pol | usaha kecil dan
masyarakat PP tidak sesuai standar menengah.
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pelaksanaan perda dan
perkada belum
diseluruhnya ditegakkan
Belum dibentuknya unit
pelaksana Satpol
Pamong Praja Kecamatan
Implementasi satlinmas
Dalam  penyelenggaraan
trantibum masih 1,5%

Sumber: Kertas Kerja Rumusan Masalah, 2025

Upaya pencapaian visi, misi dan program kerja rencana
pembangunan daerah, secara prinsip manajemen pemerintahan sangat
ditentukan oleh dukungan perangkat daerah. Hal ini mengingat
kedudukan organisasi perangkat daerah merupakan operasional
administrasi penyelenggaraan visi dan misi tersebut. Keberadaan
perangkat daerah ini sebagai instrumen yang menjembatani implementasi
program rencana pembangunan daerah. Oleh karena itu keberhasilan
implementasi visi, misi dan program rencana pembangunan daerah akan
sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah
menterjemahkannya kedalam operasional yang tertuang dalam tugas dan
fungsi setiap organisasi. Dengan demikian sinkronisasi program rencana
pembangunan daerah dengan tugas dan fungsi organisasi perangkat
daerah akan memudahkan pencapaian visi yang ditetapkan tersebut.

Berkenaan dengan Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat, sesuai
dengan ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang tentang
Pemerintahan Daerah ditegaskan organisasi ini sebagai penegak perda,
penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat. Dengan demikian keberadaannya sebagai alat bagi kepala
daerah dalam mewujudkan visi, misi dan program melalui
penyelenggaraan tugas utama tersebut. Oleh karena itu, perlu dielaborasi
lebih jauh relevansi visi, misi rencana pembangunan daerah Kotawaringin
Barat dengan tugas utama yang diperankan pada daerah Satpol PP. Hasil
telaahan akan meletakan posisi daerah dalam fokus pencapaian misi yang
relevan sehingga akan menjadi dasar penetapan strategi unit serta

program dan tepat.
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Untuk memudahkan analisis relevansi yang menjadi titik perhatian
perangkat daerah maka dapat dipaparkan Visi, Misi dan program daerah
sebagai berikut: "Kotawaringin Barat Makin Jaya (Maju, Kinerja
Berkelanjutan, dan Menuju Kejayaan)". Untuk melaksanakan visi
tersebut, telah ditetapkan 1 (satu) misi yaitu Misi Il yaitu “Mendorong
Kemandirian Ekonomi Berbasis Kerakyatan Dan Hilirisasi Potensi
Daerah”.

Setelah permasalahan telah diidentifikasi, lalu diindentifikasi

kembali faktor-faktor yang mempengaruhi baik dari faktor pendukung

dan faktor penghambat yang tersedia pada Tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Identtifikasi Permasalahan
Tujuan dan Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi
Sasaran Indikator
RPJMD Permasalahan Pendukung Penghambat
Tujuan: Indikator: Penyelenggaraan Belum tersedianya | Belum melakukan
Peningkatan trantibum belum | metode pembinaan | kajian akademis
Pertumbuhan terjangkau di 5 (lima) | masyarakat dalam | mengenai
Ekonomi dan Kecamatan menjaga trantibumlinmas | pembinaan dan
Pemerataan pemberdayaan
Pendapatan masyarakat
Sasaran: Indikator: Belum optimalnya | Cakupan pelayanan | Belum tersedianya
Meningkatnya Persentase penerapan SPM | trantibum kepada | sumberdaya untuk
Investasi Penurunan trantibumlinmas masyarakat belum | menunjang
Daerah Pelanggaran terjangkau di 5 (lima) | pelayanan
Ketentraman Kecamatan trantibum
dan Ketertiban | aporan  pengaduan | Dalam mengelola | Sarana pendukung
Umum masyarakat terhadap | Laporan pengaduan | IT yang tidak
pelanggaran masyarakat terhadap | maksimal
trantibum tidak | pelanggaran trantibum
terdata dengan baik masih konvensional
Perda dan perkada | Dari jumlah 41 perda dan | SKPD yang
yang memuat sanksi | perkada yang memuat | membuat perda
belum semua | sanksi, hanya 4 yang | belum ada
ditegakan oleh | ditegakan Satuan Pol PP | tindaklanjut
Satuan Pol PP mengenai perda
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b.

Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi
masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis
lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah
saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat
dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat
dimaknai sebagai potensi yang OPD yang belum terkelola, dan jika dikelola
secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Dalam merumuskan isu strategis dilakukan langkah sebagai berikut:

1) Permasalahan dari aspek pelayanan dan kinerja Satpol PP teridentifikasi
bahwa untuk mewujudkan visi dan budaya serta tata pemerintahan dan
kapasitas aparatur. misi pembangunan daerah dipengaruhi oleh
kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap perda,
penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta

tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.

2) Isu strategis sesuai dengan lingkungan dinamis yaitu isu global, isu
nasional dan isi regional/daerah.

3) Potensi daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah yang dapat
dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat

yang berkeadilan.

Berdasarkan penentuan isu-isu strategis tersebut, maka isu-isu
strategis Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat yang menjadi bagian
penting dalam Renstra ini, yaitu:

1) Penegakan perda dan perkada terkait kegiatan masyarakat dan pelaku
usaha kecil dan menengah.

2) Ketersediaan sumber daya untuk menunjang pelayanan dasar trantibum

3) pembinaan kepada pelaku usaha kecil ekonomi kerakyatan sehingga

didalam penataan kota menjadi indah, aman dan tertib.
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Agar perumusan isu strategis dapat tergambarkan dengan jelas, berikut rumusan isu strategis lebih rinci dalam Tabel 2.9.

Tabel 2.9
Telaah Perumusan Isu Strategis

Potensi Isu KHLS Yang Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD
Daerah Yang Permasalahan Rel Isu'S .
Menjadi Perangkat Daerah e'evan i i su Strategis
] g Dengan PD Global Nasional Regional
Kewenangan
(™) ) ®) 4) ®) 6) @)
Investasi di Penegakan Pengembangan Geopolitik dan Ketergantungan Hilirisasi sektor Penegakan perda dan
sektor industri penegakan Perda sektor ekonomi Geoekonomi yang Ekonomi pada Sektor sektor ekonomi perkada terkait kegiatan
dan masih belum unggulan belum berdampak terhadap Hulu dan Lambatnya unggulan masyarakat dan pelaku
perdagangan. optimal maksimal stabilitas keamanan, Hilirisas usaha kecil dan
rantai ekonomi, menengah.

Belum optimalnya

Ketersediaan

penerapan  SPM Infrastruktur
trantibumlinmas Dasar
Ketersediaan Pengembangan
personel Satpol PP | Sumberdaya
dan perlindungan Manusia
masyarakat masih

belum memadai

Penyelenggaraan Tata Kelola

trantibum belum
terjangkau di 5
(lima)
Kecamatan

Pemerintahan
Belum Optimal

produksi maupun
minyak yang
memperikan gejolak
ekonomi pada negara-
negara berkembang

Minimnya Sarana dan
Prasarana Layanan
Dasar

Pemenuhan dan

Ketersediaan sumber

pemeratan daya untuk menunjang
Kebutuhan dasar pelayanan dasar
Masyarakat rentan trantibum

Rendahnya

Kualitas dan Daya

Saing SDM

Rendahnya pembinaan kepada
Kapasitas dan pelaku usaha  Kkecil
Kualitas ekonomi kerakyatan
Konektivitass serta sehingga didalam
infrastruktur penataan kota menjadi

indah, aman dan tertib.

Sumber: data yang diolah, 2025
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Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah
yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk
mewujudkan tujuan dan sasaran serta misi pembangunan daerah yang telah
ditetapkan. Sebagai salah satu komponen penting dalam perencanaan
strategis, rumusan strategi yang diimplementasikan secara efektif dan efisien
akan memberikan nilai tambah (value added) pada pencapaian
pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah
satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan
strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan
dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan.

Dalam rangka memperoleh strategi komprehensif yang mengungkit
langsung pada pencapaian sasaran serta mampu menjawab permasalahan
dan isu strategis, maka dalam penentuan alternatifnya dilakukan analisis
pada kondisi Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat berdasarkan daya dukung
dan hambatan internal maupun eksternal menggunakan Analisis SWOT.
Metode ini merupakan salah satu perangkat analisis yang direkomendasikan
dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, karena
kesesuaiannya dengan prinsip perencanaan pembangunan yang sederhana
namun memiliki hasil yang relatif kuat dan menyasar pada inti permasalahan
sesuai kategorinya sebagai daya dukung atau hambatan internal maupun
eksternal.

llustrasi analisis SWOT untuk perumusan alternatif kebijakan strategi

sebagai berikut dalam bentuk Tabel 2.10 pada halaman berikutnya.
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Tabel 2.10

STRENGTH (kekuatan)

1. Memiliki dasar hukum
dalam menjalankan
kewenangan.

2. Memiliki PPNS  guna
penindakan pelanggaran
perda dan perkada.

3. Masuk didalam urusan
wajib pelayanan dasar
unsur pemerintahan
daerah.

OPPORTUNITY (Peluang)
1. Penambahan jumlah
anggota Pol PP.
2. Pembentukan UPTD

Satpol PP di Kecamatan.
3. Mewujudkan Pol PP dan

Satlinmas profesional,

berinovasi dan berwibawa.

Sumber: Data yang diolah, 2025

1.

1.

2.

3.

Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT

WEAKNESS (kelemahan)

Perda dan perkada yang memuat
sanksi belum semua ditegakan
oleh Satuan Pol PP.

. Laporan pengaduan masyarakat

terhadap pelanggaran trantibum
masih konvensional.

. Belum optimalnya pembinaan dan

pemberdayaan masyarakat dalam
menjaga trantibumlinmas.

THREAT (ancaman)
Gangguan keamanan dan
ketertiban umum dapat

berdampak pada fasilitas umum
dan aset pemerintah lainnya
Meningkatnya kasus pelanggaran
perda dan perkada setiap tahun.
dikenakan ganti rugi kepada
masyarakat yang terkena dampak

penegakan perda dan
perkada

Renstra Satuan Pol PP Kap. Kotawarigin Barat 2025-2029 29 |Bab 11




BAB “I TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH
| KEBIJAKAN

L 2

1.

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025- 2029

Tujuan adalah pernyataan umum yang menjelaskan capaian yang
ingin diraih oleh suatu instansi atau organisasi dalam periode perencanaan
jangka menengah. Tujuan tersebut berperan sebagai penjabaran visi dan
misi agar lebih terarah, terukur, dan dapat diturunkan menjadi sasaran serta
program kerja. Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 mencerminkan kinerja
yang ingin dicapai selama lima tahun, yang menggambarkan manfaat PD
berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan
oleh Pemerintah Pusat dan/atau dengan mempertimbangkan sasaran
RPJMD.

Adapun sasaran adalah penjabaran yang lebih spesifik dari tujuan,
yang menunjukkan hasil-hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam
periode rencana strategis. Penentuan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah
harus sejalan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang
disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Tujuan dan sasaran
Perangkat Daerah juga merupakan operasionalisasi pencapaian visi dan misi
kepala daerah, yang memastikan bahwa setiap langkah strategis yang
diambil dapat berkontribusi secara langsung terhadap tercapainya visi dan
misi tersebut dalam periode yang telah ditetapkan.

Visi Bupati yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2025-2029 adalah “KOTAWARINGIN BARAT MAKIN JAYA
(Maju, Kinerja Berkelanjutan, dan Menuju Kejayaan)”. Adapun misi
Kabupaten Katingan dalam mendukung tercapainya visi tersebut antara lain
sebagai berikut:

1. Misi | : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas, Unggul,

Berkarakter, dan Berdaya Saing.

2.  Misi Il : Mendorong Kemandirian Ekonomi Berbasis Kerakyatan dan

Hilirisasi Potensi Daerah.
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Misi lll : Membangun Masyarakat Madani yang Sejahtera dan Harmoni;
Misi IV : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berkelanjutan; dan
Misi V : Meningkatkan Kualitas Birokrasi Melalui Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Transparan

Berbasis Teknologi Informasi.

Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat berperan dalam mendukung misi ke Il (dua), dengan tujuan yaitu
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Pendapatan. Sasarannya adalah Meningkatnya Investasi Daerah dari
RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029. Sasaran dalam RPJMD tersebut diterjemahkan menjadi tujuan
Satuan Pol PP Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya dijabarkan dalam sasaran Perangkat Daerah. Tujuan dan
sasaran Satuan Pol PP Kabupaten Kotawaringin Barat untuk lima tahun ke depan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat

NSPK dan Target Tahun
Sasaran RPJMD Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/Sasaran Ket
yang relevan 2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1 ) @) 4) (5) (6) @) ®) 9) (10) (1)
Meningkatnya Meningkatkan Meningkatnya Presentase Pelayanan 100 100 100 100 100 100
Investasi Daerah penegakan Perda dan Ketentraman dan Ketentraman Dan
Perkada yang berlaku Ketertiban Umum serta Ketertiban Umum
dalam mewujudkan Perlindungan Masyarakat Presentase Penurunan 13 15 18 25 30 30
pembangunan  daerah Pelanggaran Perda Dan
yang aman, tentram dan Perkada
tertib Meningkatnya Nilai SAKIP 70 80 90 100 100 100
Akuntabilitas
Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

Sumber: Data yang diolah, 2025
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Perumusan tujuan dan sasaran di atas juga didasarkan pada pendekatan
logical framework dan pohon kinerja. Berikut ini disajikan gambaran mengenai
logical framework dan pohon kinerja Satuan Pol PP Kabupaten Kotawaringin Barat,
yang merupakan alat untuk memetakan hubungan antara input, output, outcome,
dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi perangkat daerah secara sistematis dan terukur.

Adapun Jogical framework Satuan Pol PP Kabupaten Kotawaringin Barat

dalam bentuk Matrik 3.1 sebagai berikut:

VISI KEPALA DAERAH
KOTAWARINGIN BARAT MAKIN JAYA (Maju, Kinerja Berkelanjutan,
dan Menuju Kejayaan)

:

MISI 1l
Mendorong Kemandirian Ekonomi Berbasis Kerakyatan Dan Hilirisasi
Potensi Daerah

:

SASARAN DAERAH
Meningkatnya Investasi Daerah

:

0
=
=
o
14

INDIKATOR SASARAN DAERAH
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum, Serta Perlindungan
Masyarakat

|4'

Meningkatkan Penegakan Perda Dan Perkada Yang Berlaku Dalam
Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Aman, Tentram Dan Tertib

|4'

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Untuk Mematuhi Perda Dan
Perkada Yang Berlaku

Z %

RENSTRA

Meningkatnya Ketentraman dan Meningkatnya Akuntabilitas
Ketertiban Umum serta Penyelenggaraan Pemerintah
Perlindungan Masyarakat Daerah
INDIKATOR SASARAN 1 INDIKATOR SASARAN 2
1. Presentase Pelayanan Ketentraman
Dan Ketertiban Umum g
2. Presentase Penurunan Pelanggaran Nilai SAKIP
Perda Dan Perkada
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PROGRAM 1 PROGRAM 2

Program Penunjang Urusan Program Peningkatan
Pemerintah Daerah Ketentraman dan Ketertiban
Kabupaten/kota Umum
KEGIATAN KEGIATAN

Penanganan Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum Dalam 1(Satu)
Daerah Kabupaten/Kota
Penegakan Peraturan
Daerah Kabupaten /kota dan
Peraturan bupati /wali Kota
Pembinaan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Kabupaten/kota

Perencanaan Penganggaran
dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah

Administrasi Umum Perangkat
Daerah
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintah Daerah
Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

2. Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah
a. Strategi Perangkat Daerah
Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yang
mencakup langkah-langkah dan upaya yang akan dilaksanakan, di
antaranya berupa optimalisasi sumber daya, penentuan tahapan, fokus,
serta program/kegiatan/subkegiatan, guna menghadapi dinamika
lingkungan dan mencapai tujuan serta sasaran Renstra PD. Selain itu,
strategi perangkat daerah juga disusun berdasarkan rumusan
permasalahan pembangunan yang dihadapi.
Dalam rangka memperoleh strategi komprehensif yang mengungkit

langsung pada pencapaian sasaran serta mampu menjawab permasalahan
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dan isu strategis, maka dalam penentuan alternatifnya dilakukan analisis
pada kondisi Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat berdasarkan daya
dukung dan hambatan internal maupun eksternal menggunakan Analisis
SWOT. Metode ini merupakan salah satu perangkat analisis yang
direkomendasikan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun
2019, karena kesesuaiannya dengan prinsip perencanaan pembangunan
yang sederhana namun memiliki hasil yang relatif kuat dan menyasar pada
inti  permasalahan sesuai kategorinya sebagai daya dukung atau
hambatan internal maupun eksternal.

llustrasi analisis SWOT untuk perumusan alternatif kebijakan
strategi sebagai berikut dalam bentuk Tabel 3.2

Tabel 3.2
Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal dalam Analisis SWOT

STRENGTH (kekuatan) WEAKNESS (kelemahan)

:
E

1. Memilki dasar hukum dalam | 1. Perda dan perkada yang memuat sanksi

menjalankan kewenangan. belum semua ditegakan oleh Satuan Pol PP.

2. Memiliki PPNS guna penindakan| 2. Laporan pengaduan masyarakat terhadap

E pelanggaran perda dan perkada. pelanggaran trantibum masih konvensional.

E 3. Masuk didalam urusan  wajib | 3. Belum optimalnya pembinaan dan

§ pelayanan dasar unsur pemerintahan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga
& daerah. trantibumlinmas.

OPPORTUNITY (Peluang) THREAT (ancaman)

1. Penambahan jumlah anggota Pol PP. | 1. Gangguan keamanan dan ketertiban umum
2. Pembentukan UPTD Satpol PP di dapat berdampak pada fasilitas umum dan
Kecamatan. aset pemerintah lainnya
3. Mewujudkan Pol PP dan Satlinmas | 2. Meningkatnya kasus pelanggaran perda dan
profesional, berinovasi dan perkada setiap tahun.
berwibawa. 3. dikenakan ganti rugi kepada masyarakat
yang terkena dampak penegakan perda dan
perkada
STRATEGI
S+0 W+0

1. Revitalisasi peran dan fungsi Satpol PP
dan yang Dberintegritas  melalui
peningkatan kuantitas Pol PP sesuai
aturan

. Peningkatan kapasitas PPNS dalam
penegakan perda dan perkada untuk
mencapai visi dan misi Bupati dan
Wakil Bupati

3. Merumuskan nomenklatur yang baru

guna membentuk Satpol PP di

1.Pemberdayaan  masyarakat  sebagai
upaya mewujudkan ketertiban umum di
lingkungan sosial masyarakat

2.Sinegritas stakeholder dalam peningkatan
keamanan, ketentraman, dan penegakan
perda dalam  mewujudkan  kondisi
masyarakat yang aman, tentram dan
dinamis

3.Pembedayaan Satlinmas untuk
meningkatkan penyelenggaraan trantibum

sparesl B

Kecamatan .
di Desa dan Kelurahan.
S+T W+T
1. Optimalisasi Forum Komunikasi 1.Mewu1t_1dkan pola manajemen  yang
C . strategis dan terukur untuk
Pimpinan  Daerah  (Forkompinda) S
i mengoptimalisasi penyelenggaraan
dalam Mewujudkan Kesamaan \
. pelayanan Satpol PP di seluruh
Persepsi Penegakan Perda dan -
Perkada Kecamatan Kab. Kotawaringin Barat.
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2. Penguatan kapasitas dengan
pendekatan SOP Trantibum agar
terhindar dari kesalahan penegakan
perda dan perkada sehingga tidak
mengakibatkan Ganti rugi kepada
Masyarakat.

3. Penambahan jumlah PPNS dari
internal Satpol PP Kab. Kotawaringin
Barat

2.Revitalisasi media/sarana  pelayanan
laporan pengaduan masyarakat.

3.Peningkatan pembinaan masyarakat di
enam Kecamatan.

Setelah melakukan analisis SWOT dapat kita pisahkan
permasalahan tersebut dengan berbagai isu alternatif sebagai berikut:

Tabel 3.3
Alternatif strategis menurut perspektif

Pembinaan dan | Sinegritas stakeholder | Pembinaan kepada pelaku
pemberdayaan dalam peningkatan | usaha kecil ekonomi
masyarakat sebagai | keamanan, ketentraman, | kerakyatan sehingga didalam
upaya mewujudkan | dan  penegakan perda | penataan kota menjadi indah,

ketertiban umum  dan | dalam mewujudkan kondisi | aman dan tertib.
ketentraman masyarakat masyarakat yang aman,
tentram dan dinamis
Revitalisasi Peran dan Fungsi Satpol PP yang
Berintegritas melalui Peningkatan Kapasitas Aparatur

PERSPEKTIF

Mapping data base | Optimalisasi Kerjasama | Mapping data base kawasan
kawasan rawan | antar Kelembagaan | rawan pelanggaran perda,
pelanggaran perda, | Sebagai Upaya Menjawab | perkada  sebagai upaya
perkada, sebagai upaya | Tuntutan Reformasi | mewujudkan kondisi wilayah
mewujudkan kondisi | Birokrasi aman dan tentram
wilayah aman dan tentram | Optimalisasi forum

musyawarah pimpinan

daerah (muspida) dalam

mewujudkan kesamaan

persepsi penegakan perda
dan perkada

Identifikasi manajemen
resiko dalam pelaksanaan
penegakan perda dan
perkada sebagai upaya
meminimalisir resiko
| PERSPEKTIFKEUANGAN |  STRATEGI |
Optimalisasi anggaran sebagai Upaya Pemenuhan | Ketersediaan sumber daya
Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Satpol PP untuk menunjang pelayanan
dasar trantibum

Sumber: Data yang diolah, 2025

Berikut ini adalah proses perumusan strategi Satuan Pol PP Kab.

Kotawaringin Barat, yang meliputi antara lain dari Tabel 3.4 sebagai berikut:
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Tabel 3.4
Penentuan Strategi Satuan Pol PP
Kab. Kotawaringin Barat

No Masalah Tujuan/Sasaran Rumusan Strategi

1. | Penegakan penegakan | Meningkatkan Pembinaan kepada
Perda masih belum | penegakan pelaku usaha kecil
optimal perda dan | ekonomi kerakyatan

perkada yang | sehingga didalam
berlaku dalam | penataan kota menjadi
mewujudkan indah, aman dan
pembangunan tertib.

2. | Belum optimalnya | daerah yang | Ketersediaan sumber
penerapan SPM |aman tentram | daya untuk menunjang
trantibumlinmas dan tertib pelayanan dasar

trantibum

3. | Ketersediaan personel Mapping data base
Satpol PP dan kawasan rawan
perlindungan pelanggaran  perda,
masyarakat masih perkada sebagai
belum memadai upaya  mewujudkan

4. | Penyelenggaraan kondisi wilayah aman
trantibum belum dan tentram
terjangkau di 5 (lima)

Kecamatan

Sumber: Data yang diolah, 2025

b. Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Melihat dari berbagai alternatif strategi yang telah identifikasi, maka
langkah selanjutnya adalah menetapkan strategi yang telah identifikasi
oleh Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat, hal ini berguna agar dapat
menentukan arah kebijakan mana yang akan ditetapkan dalam
mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tentran dan tertib di wilayah
Kab. Kotawaringin Barat.

Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan
operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah
kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai
target tujuan dan sasaran Renstra PD. Selain itu arah kebijakan Renstra
PD disusun berdasarkan akar masalah pembangunan perangkat daerah.
Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat memiliki arah kebijakan yang
selaras dengan NSPK dan Arah Kebijakan dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
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Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5

Arah Kebijakan Strategis Periode
Tahun 2025-2029

ARAH STRATEGI ARAH
PR A e HISAST | KEBIJAKAN | RENSTRA | KEBIJAKAN
RPJMD PD RENSTRA PD
Menegakkan hukum | Perlindungan Pembinaan Pencegahan
secara adil, | masyarakat kepada dan
meningkatkan patroli | lokal dan | pelaku usaha | Pengawasan
pengawasan, promosi kecil ekonomi | serta
memperkuat budaya kerakyatan pengendalian
koordinasi lintas | melalui area | sehingga ketertiban
sektor serta | pusat budaya | didalam umum dan
mendorong partisipasi | sebagai penataan ketentraman
masyarakat untuk | destinasi kota menjadi | masyarakat
menurunkan wisata indah, aman
gangguan ketertiban | bernilai dan tertib.
dan meningkatkan | ekonomi Ketersediaan | Pemenuhan
rasa aman. tinggi. sumber daya | sarana
untuk prasarana
menunjang ketertiban
pelayanan umum dan
dasar ketentraman
trantibum dan
lingkungan
masyarakat
Mapping data | Meningkatkan

base
kawasan
rawan
pelanggaran
perda,
perkada
sebagai
upaya
mewujudkan
kondisi
wilayah aman
dan tentram

kuantitas dan
kualitas PPNS
untuk
penguatan
proses
administrasi
penyidik

Sumber: Data yang diolah, 2025

c. Penahapan Pembangunan Perangkat Daerah

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan

dalam

rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Gambaran pentahapan pembangunan selama lima tahun ke depan
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disajikan untuk menunjukkan arah pencapaian tujuan dan sasaran secara

bertahap, sejalan dengan prioritas pembangunan daerah dan kapasitas

pelaksanaan program oleh perangkat daerah. Berikut ini adalah tahapan

pembangunan yang direncanakan dalam periode lima tahun mendatang

yang tersedia didalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6

Pentahapan Renstra Satuan Pol PP
Kabupaten Kotawaringin Barat

TAHAP | (2026) TAHAP Il (2027) TAHAP Il (2028) TAHAP 1V (2029) TAHAP V (2030)
Penguatan kapasitas Peningkatan kualitas Terwujudnya Pengembangan Terwujudnya
kelembagaan dan penegakkan pelayanan terpadu sistem pelayanan layanan prima
aparatur peraturan daerah dan dan profesional terpadu dan dan citra

ketertiban umum akuntabel profesional

Satpol PP
1. Meningkatkan 1. Melaksanakan 1. Terbangunnya 1. Membangun 1. Menciptakan

profesionalisme, penegakkan perda layanan satpol pp dan sistem informasi pelayanan
disiplin, dan dan perkada dengan damkar yang manajemen publik yang
kompetensi SDM pendekatan persuasif, responsif, transparan, kinerja satpol pp responsif,
Satpol PP, PPNS humanis dan terukur dan akuntabel berbasis teknologi. transparan dan
dan Satlinmas berbasis teknologi akuntabel.

melalui pelatihan

informas

teknis

2. Menjalin koordinasi 2. Mengoptimalkan 2. Terciptanya citra 2. Meningktatkan 2. Menumbuhkan
lintas sektor (TNI, pengawasan, operasi Satpol PP sebagai transparansi dan kepercayaan
POLRI, Kecamatan, penertiban, serta perangkat daerah akuntabilitas masyarakat
Satlinmas dan pembinaan yang professional, pelaporan kinerja melalui

stakeholder teknis masyarakat untuk inovasi dan perangkat daerah pelayanan yang
lainya) dalam mewujudkan berwibawa cepat, tepat dan
penanganan ketentraman dan humanis
gangguan ketertiban umum
ketentraman dan
ketertiban umum

3. Memperkuat sarana 3. Mempeluas cakupan 3. Optimalisasi 3. Memperkuat 3. Menjadi
prasarana layanan penyelenggaraan koordinasi lisntas koordinasi lintas perangkat

dasar, terutama
kendaraan
opersaional dan
peralatan trantibum

trantibum ke 6 (enam)
Kecamatan

sektoral dalam
penegakkan perda,
ketertiban umum, dan
penanggulangan
kebakaran/non
kebakaran

sektoral dengan
TNI, POLRI,
Kecamatan,
Satlinmas dan
stakeholder teknis
lainya dan
masyarakat

daerah yang
menjadi teladan
dalam
penegakkan
perda dan
perkada serta
ketertiban umum

Sumber: Data yang diolah, 2025
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PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN

BAB I“ KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG

URUSAN TRANTIBUMLINMAS

L 4

o
v

1. Program, Kegiatan dan Sub kegiatan Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan elemen kunci dalam
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Bab Ill dokumen
Renstra ini. Program, kegiatan, dan subkegiatan Satuan Pol PP Kab.
Kotawarigin Barat disusun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan
tugas serta fungsi yang dimiliki oleh perangkat daerah. Perumusan
nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam dokumen Renstra
Satuan Pol PP Kab. Kotawarigin Barat mengacu dan sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya.

Daftar program, kegiatan dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja
perangkat daerah dimulai dari Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030
sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program Tahun 2030 bagian dari
upaya menjaga kesinambungan perencanaan perangkat daerah yaitu pijakan
penyusunan renja perangkat daerah Tahun 2030.

Tabel di bawah ini menggambarkan proses perumusan program,
kegiatan, dan sub kegiatan di Satuan Pol PP Kab. Kotawarigin Barat yang
merupakan hasil dari cascading tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam dokumen Renstra. Proses perumusan ini bertujuan untuk memastikan
penyusunan program yang sesuai dengan tugas, fungsi, serta prioritas
pembangunan daerah, serta untuk memastikan pencapaian outcome dan

output yang diharapkan.
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Tabel 4.1

Perumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Satuan Pol PP
Kabupaten Kotawaringin Barat

|FROGRAII /| KEGIATAN/

MNSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN QUTCOME QUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
o o2y 03} o4 {05} (06) o7 {08}
1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja
Meningkatrya Ketentraman Persentiase pencegahan
dan Ketertiban Umum serta ancaman, antangan,
Pembernd ayaan Masyarakat hambatan dan gangguan
(ATHG) (%)
Indeks Ketenteraman dan
Hetertiban {Angka)
Meningkainya Penegakan Persentase Penurnan
Peraturan Daersh dan Pelanggaran Perda’Perkada
Peraturan Kepala Daersh (%)
Meningksinya Penegakan Presentiase pelanggaran Perdd 1.06.02 - PROGRAM
Perda dan Perkada dan Perkada yang FEMINGKATAN
ditiireciak bamjuti {%5) KETENTERAMAN DAN
HKETERTIBAN LMUM
Teraksananya penyelesaian | Jumlsh Dokumen 1.06.02.2.02 - Penegakan
pelanggaran perafuran desrah | Pemberkasan Hasi Penyidikan Peraturan Dasrah
dan peraiwan kepala dasrah | atas Pelanggaran Perda KabupatenHota dan Peraiuran)

sesuai standar operasionsl
prosedur

{Dokumen)

Bupatitiai Kota

Jumlsh Dokumen
penyelengoaraan Pensgakan
Perda dan Perkada sesuai
Instrumen Penegakan Perda
dan Perksda {Dokumen )

1.06.02.2.02 - Penegakan
Peraturan Dasrah

Habupaten/tota dan Persfur an|
BupatitWali Kota

Jumlsh Dokumen S0P
Penegakan Peraturan Daerah
dan Persturan Kepala Dasrah

1.05.02.2.02 - Pensgakan
Peraturan Dasrah
KabupatenKota dan Peraiuran)

Pela ks ana an Peraturan
Daerah dan Persturan Kepala

Daerah {Laporan)

{dokumen) Bupati\Wali Kola

Jumlah Laporan Hasil 1.06.02.2.02 - Penegakan
Pelaksanaan Pengawasan Peraturan Dasrah

wang Dilakukan Terhadap KabupatenHota dan Peraiuran)
Hepatuhan Terhadsp BupatitWal Kota

Jumlah Laporan Hasil

Pela ks ana an Sosislisasi
Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraiuran Kepala Dasrah

{Laporan)

1.05.02.2 .02 - Pensgakan
Peraturan Dasrah
Kabupaten/Mota dan Peratur an|
BupatiVVali Kota

Jumlah Laporan Hasil
Penyelidikan ates Dugaan
Pelanggaran Persturan Dasrah
dan Peraturan Kepala Daerah

1.06.02.2.02 - Penegakan
Peraturan Dasrah
KabupatenHota dan Peraiuran)
Bupati\Wali Kota

{Lapoan)
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN /
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR. SUBKEGIATAN KETERANGAN
o1 102) 03} 04) 05) 06} 07) fog)
Jumish Laporan Pelaksanaan | 1.05.02.2.02 - Penegakan
Penanganan Atas Peraturan Dasrah
Pelanggaran Peraturan Daerah) Kabupaten/Kota dan Peraiuran)
dan Peraiuran kepala dserah | BupatiWali Kota
Sesuai SOP L aporan)
Jumish Perkara yang Dapat | 1.05.02.2.02 - Penegakan
Disidangkan (laporan) Paraturan Dasrah
Kabupaten/Kota dan Peraiuran)
BupatifVall Hota

Jumish Sarana dan Prasarana

1.06.02.2.02 - Penegakan

dan Persturan Kepals Deersh
{dokumen)

Penegakan Peraturan Daerah | Peraturan Dasrah

{umnit) Kabupaten/Kota dan Peraiuran)
Bupatiiyal Kota

Jumilsh Dokumen SOP 105,022 02 0005 -

Penegakan Peraturan Daersh | P S0P P han

Peraturan Daersh dan
Paraturan Kepala Dasrah

Jumish Saranadan Prasarana

106,02 21020006 - Peng adasny

Penegakan Peraturan Daersh | dan Pemelharaan Sarana dan
{umnif) Prasarana Penagakan
Peraturan Dasrah (Ruang
Pemerksanaan, Gelar Perkara|
dan Ruang Penyimpanan
Barang Bukii)
Jumilah Laposan Hasi 1.05.02.2.02.0007 -
Penyelidikan atas Dugaan Panyebdikan jerhadap dugaan
Pelanggaran Peraturan Daerah) Pelanggaran Peraturan Daeral
dan Paraturan Kepala Daersh |dan Peraturan Kepala Daerah
{Laporan)
Jumish Perkara yang Dapat | 1.05.02.2.02.0008 - Dukungan
Digidanghkan (laporan) Palaksanaan Sidang atas
Pelangaaran Peraturan Daeral
Jumiah Dokemen 106,022 02 000D -
Pemberkasan Hasil Penyidikan Pemberkasan Adminisir asi
atas Pelanggaran Perda Penyidikan oleh PPNS
{Dokumen) Panegak Persturan Daerah

Jumlah Laporan Hasid 1.05.02.2.02.0010 - Scsiaksasi
Pelaksansan Sosislsasi Penegakan Peraiuran Daersh
Penegakan Peraturan Deersh |dan Peraturan Kepala Daersh
dan Paraturan Kepala Dasrsh

{Laporan)

Jumish Laporan Pedaksansan | 1.05.02.2.02.0011 -
Penanganan Alas Penanganan Atas
Pelanggaran Peraturan Daerah| Pelanggaran Peraturan Daerah
dan Peraturan kepala dserah | dan Peraturan Kepala daersh
Sesuai SOP (L aporan)

Jumish Laporan Hasid 10602 2 020012 -

|Peda ks:ana an P engawasan Pengawasan Alas Kepatuhan
wang Diakukan Terhadap Terhadap Pelsksanzan
Kepatuhan Terhadsp Paraturan Dasrah dan

|Peda ks:ana an P eraturan Peraturan Kepala Dasrsh
Draerah dan Peraturan Kepala

Diaersh {Laporan)
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NSPK DAN SASARAN

PROGRAM [ KEGIATAN /

RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKE GIATAN KETERANGAMN
1a1) 102} [03) [04) 105} [06) a7 08)
Jumish Dokumen 1.05.02.2.02.0013 -
penyedenggaraan Penegakan | Implamentasi Penegakan
Perda dan Perkada sesual Perda dan Perkads sesuai
Instrumen Penegakan Perda | Instrumen Pensgakan Parda
dan Perksds { Dokumen ) dan Perkads
Tersedianya SDM Jumish Aparstur yang 1.05.02.2.03 - Pembinzsn
menegakkan peraturan daersh| Mengiouti Dikist PPMNS Penyidik Pegawsal Neger Sipll
dan ke pala deerah sesusi Penegak Peraturan Daerah {PPNS) Kabupsatenota
dengan standsr {Lap cram)
Jumish Dokusmen Hasi 1.05.02 2 03 - Pembinzan
Pedaksanaan Kerja Sama Antss| Pemyidik Pegawal Negeri Sipd
Lembaga dan Kemilraan dalam (PPNE) Kabupaienfota
Pedaksanaan Penegakan
Pesaiuran Dasrah {Dokumen)
Jumlsh Laporan Hasil Kinerja | 1.05.02.2.03 - Pembinzan
Sekretariat PPMS (Laporan) | Pemyidik Pegawai Negeri Sipll
{PPNS) Kabupaien/HKota
Jumlsh Laporan Hasil 1.05.02_2 .03 - Pembinzan
Pengembangan dan Penyidik Pegawai Neger Sipll
Peningkatan Kapasitas Pejaba] (PPNS) KabupaienHota
PPMS Pemnegak Perda
{Laporan)
Jumish Dokumen Hasi 1.05.02.2.03.0002 - Kerja
Pelaksanaan Kerja Sama Antssl Sama Antar L embaga dan
Lembaga dan Kemitraan dalsm] Kemi dalam Pelak
Pedaksanaan Penegakan Penegakan Peraturan Daerah
Peraturan Daersh {Dokumen)
Jumish Aparstur yang 1.05. 022,03, 00044 -
Mengikuti Diklat PPNS Pembentukan PPMNS Penegak
Penegak Peraturan Daerah Peraturan Dasrsh
{Laporan)
Jumilsh Laporan Hasill Kinerja | 1,056,022 03,0005 - Dulwumngan
Sekretaniat PPMS (Laporan) | Operasional Sekretaniat PPNS
Jumish Laporan Hasil 1.05.02.2.03.0006 -
Pengembangan dan Pengembangan Kapasitas dan|
Peningkatan K apasitas Pejaba| Kaner PPNE
PPMS Penegak Perds
{Laporan)
M enin gka fan Layanan Inedeks Pel ayanan Pulbdl
Ketentraman , Ketertiban Umun) {Imedeks )
dan Pelndungan Magyara kat
Meningkainya Ketentraman, Persenisse Penurunan 1.05.02 - PROGRAM
Keteriiban Umum, Sera Pedanggaran Keteniraman dan | PENINGKATAN
P efindumngan Masyarakat Ketertiban Limum (%) HETENTERAKMAN DAN
HKETERTIEAN UMUM
Presentase pemberdayaan Jumlsh anggota Satpol PP dan 1.05.02.2.01 - Penang anan
ma gy arakat yang abkdif Satlinmas yang diingkatkan | Gangguan Kelenieraman dan
me lakouka n keaman an kapasitas SDMnya mela b Keteriban Umum dalam 1
Ensghkungan Pedathan Teknis Satpol PP {5 atu) Daerah Kabupaten Kots)

dan Safinmas {Orang)

Jumlsh Aparatur Satpol PP
yang mengikuti P endidilcan dan
Pelathan Dasar Polisi

Pamong Praja {Orang)

1.05.02.2.01 - Penang anan
Gangguan Kelenieraman dan
Heterfiban Umum dalam 1

{5 atu ) Daerah Kabupaten Kots|
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Jumish Aparsiur Saipol PP

1.05.02.2.01 - Penang anan

penyelenggaraan trantibum di
dasrah sesual Indeks
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan Keieriiban
Limum

yang mengikuti peningkatan | Gangguan Kedenieraman dan

kapasitas (Orang) HKeferfiban Umum dalam 1
(Saiu ) Daera h K abupa ien Kots

Jumish Dobkumen Hasill 1.05.02.2.01 - Penang anan

Pelaksanaan Kerja Sama antas Gangguan Kedenieraman dan

Lembaga dan Kemiiraan Keteriiban Umum dalam 1
(Saiu) Daerah K abupaien Koia

dalam Teknik Panceg ahan

Kejahatan {Dokumen }

Jumish Dokumen Hasil 1.05.02.2.01 - Penang anan

Peda ksana an Koordin asi Gangguan Keienieraman dan

Pen yele nggaraan Keteriiban Umum dalam 1

Ketenteraman, {Saiu) Dasrah Kabupaien Kota

LUimum dan Perndun gan

Masyerakat Tingkat

Kabupaten/Kota {Dokumen)

Jumish Dobkumen hasl 1.05.02.2.01 - Penang anan

pelayanan Informasi publilc Gangguan Keienieraman dan

dalam penyele nggar aan Keteriiban Umum dalam 1

kelenieraman dan Ketertiban |(Saiu) Deerah KabupaienKota

Umum (Cokumen)

Jumish Dolumen 1.0:5.02.2.01 - Penang anan

Gangguan Kelenieraman dan
HKefterfiban Umum dalam 1
(Saiu) Daerah K abupaen Koia

Jumish dokumen Peta Daerah

1.05.02.2.01 - Penang anan

Rawan Gangguan Trantibum | Gangguan Kedenieraman dan

dan dokumen yang HKefterfiban Umum dalam 1

menggambarkan daerah rawan| (S aiu) Deerah K abupaien Kota

Gangguan Kelenieraman,

Ketertiban Limum dan

Ped indungan Masyarakat yang|

sah dan legal (Do )l

Jumish Dokumen SK 1.05.02.2.01 - Penang anan

Pembeniukan Saigas Linmas | Gangguan Kedenieraman dan

{Drokoumen) HKefterfiban Umum dalam 1
(Saiu) Daera h K abupa ien Kots

Jumish Dokumen SOP 1.05.02.2.01 - Penang anan

Ketertiban Umum dan Gangguan Keienieraman dan

Ketenteraman Masyarakat Keteriiban Umum dalam 1

yang Telah Dibuat dan ({Saiu) Daerah K abupaien Koia

Dimuta khirkan {Diokumen)

Jumish Dokumen yang 1.0:5.02.2.01 - Penang anan

Memust Hasll Pemberdaysan | Gangguan Kedenieraman dan

Perdindungan Masyarakat HKefterfiban Umum dalam 1

dalam rangka Ketentesaman | (Saiu) Deerah K abupaien Kota

dan Katertiban Limum

{Dokiumen)
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Jumish Laporan Gangguan
Ketenteraman dan Keteriban
Umum berdasarkan Perda danl
Perkada Mela i Penertiban
dan Penanganan Unjuk Rasa
dan Kerusuhan Massa yang
Dilakukan Penindakan

1.05.02.2.01 - Penang anan
Gangguan Kelenieraman dan
Keterfiban Umum dalam 1
{Saiu) Dasrah Kabupaien Kota

(Laporan)

Jumish Laporan Gangguan 1.05.02.2.01 - Penang anan
Ketenteraman dan Keteriiban |Gangguan Kelenieraman dan
Umum yang Dicegah Melshd | Keleriiban Umum dalam 1
Dedeksi Dini dan Cegsh Dini, |{Satu) Deerah K sbupaienHota
Pembinaan dan Penyuluhan,

Patroli, Pengamanan, dan

| Pengawalan (laporan)

Jumish Laporan Pemnyediaan | 1.05.02.2.01 - P enanganan
Lay [ al P ak Gangguan Kelenieraman dan
Perda dan Perkada yang Keleriiban Umum dalam 1
Terlsyaniumiah Laporan {Saiu ) Dasrah K abupaien Kots
pemberian pelayanan dasar

kepada warga Layanan yang

ter Dampak Penagakan Perda

dan Perkada yang Terlayani

| {Laporan)

1.05.02.2.01 - Penang anan

yang menglouti uji kompetensi | Gangguan Kelenieraman dan
uniuk usulan penpind ahan Keferiiban Limum dalam 1
jabatan ke jabatan fungsional | {Satu) Daerah K abupaten Ko ia)
Pol PP, Promosi dan kenaikan
lenjang jshatan, | Orang)
Jumish Sarana dan Prasarana | 1.05.02.2.01 - Penanganan
Ketenteraman dan Keleriiban |Gangguan Kelenieraman dan
Umum yang Tersedia {Unif) Keleriiban Umum dalam 1
{Siatu ) Daerah Kabupaten Kots
Jumish SO Satuan 1.05.02.2.01 - Penang anan
Perdindungan Masyarakat yang| Gangguan Kelenieraman dan
Diingkaikan Kapasitasanya | Keleriiban Umum dalam 1
{Orang) {Satu) Daerah Kabupaien Kotal
Jumish Dolumen Hasi 1.05.02.2.01. 0003 - Koord inasi
[Peda ks ana an K oondin asi Pamyelenggaraan Ketentraman|
Penyelenggaraan dan Keferiiban Limum seria
HKetenteraman, Ketertiban Pardindun gan Masyarakat
Umum dan Periindungan Tingkat K abupaien Koia
Mazsyarakat Tingksat
Kabupaten/Hota { Dokumen )
Jumish Dolumen yang 1.05.02.2.01. 0004 -
Memust Hasll Pemberdayaan |Pemberday Perdindy
Perlindungan Masy at Mazsy st dal am ran gk
dalam rangka Ketenteraman | Keteniraman dan Keteriban
dan Kefertiban Lmum Limum
{Dokumen)
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Jumish Dobkumen Hasl

1.05.02.2.01.0006 - Kerja

[Peda ksana an Kerja Sama anta Sama aniar Lembaga dan
Lembaga dan Kemilraan Kemitraan d alam Teknik
P ahan dan P
dalam Teknik Pen cegahan Gangguan Kelenraman dan
Hejahatan (Do kumen ) K teriiban Umum
Jumish Dolumen S0P 1.05.02.2.01.0008 -
HKetertiban Umum dan Pemusunan SOP Ketertiban
HKetenteraman Masyarakat Umum dan K etlenieraman
wang Telah Cibuat dan Masyarakat
Dimutakhirkan (Dokumen)
Jumish Aparatur Saipo PP 1.05.02.2.01.0010 -
yang mengikuti P endidikan dan| Pe ningkatan Kapasitas SOM
Pelafhan Dasar Polisi Saiuan Polisi Pamong Praja
Pamaong Praja (Orang) mekalui P endidikan dan
Palsfihan Dasar Pol
PPngsional Pol PP dan L

Kompetensi bagi Pejabat
Fungsional

1.05.02.2.01.0012 -

yang mengiuti uji b tensi | Peningkatan K ites 50M

unituk wsulan perpind shan Pol PF melaki Ui Kompeiensi

jabatan ke jabatan fungsional |uniuk usulan perpin dahan

Pol PP, Promaosidan kensikand jabatan ke jahatan fungsional

jenjang jabatan. { Orang) Pol PP, Promosi dan ken sikan|
jenjang jshatan

Jumish SO Satuan 1.05.02.2.01.0013 -

Perli an Masy at Paningkatan K ites S0M

Difingkaikan Kapasitesanya | Satuan P elindungan

{Orang) M amyarakat

Jumish anggota Satpol PP dan 1.05.02.2.01.0014 -

Satlinmas yang diingkakan |Peningkatan Kapasitas SOM

kapasitas SDMmya melabui Saiuan Polisi Pamong Praja

Pelafihan Teknis Satpol PP | dan Safinmas melahs

dan Safinmas (Oramg) Palsfihan Teknis Satpol FP
dan Salinmas

Jumish Laporan Gangguan | 1.05.02.2.01.0015 -

HKetenteraman dan Keteriban |Pencegahan Gangguan

Umum yang Dicegah Melalui | Kelenieraman dan Ketertiban

Dedeksi Dini dan Cegah Dini, |Umum Melaki Deteks Dini dan)

Pembinaan dan Penyuluhan, |Cegah Dini, Pembinaan dan

Patroli, Pengamanan, dan Pemulshan, Pelaksanaan

Pengawalan (laporan) Patrol, Pengamanan, dan
Pangawalan

Jumish Laporan Gangguan | 1.05.02.2.01.0016 -

Ketenteraman dan Kelerfban |Penindakan Alas G

Umum berdasarkan Perda dan | Kelenteraman dan Ketertiban

Perkada Melaki Penertiban Umum berdssarkan Perda dan

dan Penanganan Unjuk Rasa |Perkada Melali Penariiban

dan Kemmsuhan Massa yang | dan Penanganan Unjuk Rasa

Dilakukan Penindakan dan Kensuhan Massa

(Lap oran)
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Jumish Laporan Penyediaan | 1.05.02.2.01.0017 -
Lay o al; [Py 2 Penyediaan Layanan dasar
Perda dan Perkada yang dalam rangka Dampak
Tersyaniumiah L aporan Penegakan Peraturan Dasrsh
pemberian pelsyanandasar | dan Perturan kepala deersh
kepada wanga Layanan yang
ter Dampak Penagakan Perda
dan Perkada yang Terdayani
| {Lap oran)
Jumish Sarana dan Prasarana | 1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan
HKetenteraman dan Keleriban |dan Pemelharasan Sarana dan
Umum yang Tersedia (Lnif) Prasarana Ketentraman dan
Keferiiban Limum
Jumish Dobumen SK 1.05.02 2 01.0019 -
Pembeniukan Saigas Linmas |Pembentukan Saigas Linmas
[(Dokumen) | Tingkat Kab/Kota
Jumish dokumen Peta Deersh| 1.05.02.2.01.0022 -
Rawan Gangguan Trantibum | Pempusunan Peta Rawan
dan dokumen yang Gangguan K elenie raman,
menggamb arkan daerah rawan| Keleriiban Umum dan
Gangguan Kelenieraman, Parindungan Masyarakat
Ketertiban Lmum dan
Perlindungan Masyarakat yang)
sah dan legal (Dok )
Jumish Dokumen hasl 1.05.02.2.01.0023 -
pelayanan Informasi publilc Penyediaan Layanan Informasil
iala m pen yele ngpar san dalam penyelengganaan
ketenieraman dan Ketertiban dan Ketertiban
Umum {Crokumen) Limum
Jumish Dolumen 1.05.02.2.01.0024 -
penyslanggaraan trantibem di | Implementasi tugas dan fungsi
deersh sesusi Indeks Satpol PP sesusi Indeks
Penysta nggar zan Penyelenggaraan trantibum
Hetenteraman dan Keleriban |Provinsi dan Kabupaten! Kota
Umum {Drokumen)
Jumish Aparaiur Saipa PP 1.05.02.2.01.0025 -
yang mengikuti peningkatan | Peningkatan Kapasitas S0OM
(Oral Satuan Polisi Pamong Prajs
Meningkaikan kualitas cap Milai SAKIP Paranghkat Dacrah
kinerja parangkat daersh {Milai)
Meningksinya Alunishilitas Persentase Kepuasan Pegawal 1.05.01 - PROGRAM
Pemnyelenggarasn P rintah teshadap P elayanan PENUNJANG URUSAN
Daarah Hesekretariatan (%) PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEWKOTA
Presentase Laporan Keuangan| 1.05.01 - FROGRAM
dan Kelepatan Wakiu PENUNJANG URUSAN
[Peniyusunan P erencanaan FEMERINTAHAN DAERAH
serta Evaluasi Kinerja (%) KABUPATEWKOTA
Jumiah dokumen administrasi |Jumish Dokumen Koordinasi || 1.05.01.2.02 - Administrasi
ke uangan gkat deersh | dan Pelak Mamtansi | Keuangan P erangkat Dasrah
SHP D (Dokusmen)
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Keuangan Akhir Tahun SKPD
{Laporan)

Jumish Dokumen 1.05.01.2.02 - Administrasi
Pen atausahaan dan Keuangan Perangkat Daersh
Pengujian/\Verifikasi Keuangan

SKPD (Drok )

Jumish Laporan Keuang an 1.05.01.2.02 - Adminis trasi
Achir Tahun SKPD dan Keuangan Perangkat Daarsh
Laporan Hasll Koondinasi

Penyusunan L aporan

Keuangan Akhir Tahun SKPD
| {Laporan)

Jumish Laporan Keusng an 1.05.01.2.02 - Adminis trasi
Bulanan/ Triwulan an' HKeuangan Perangkat Daarsh
Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi
Penyusunan L aporan
[Keu angan
Bula Trit i
n SKPD (L )]
Jumiah Orang yang Menesima | 1.05.01.2.02 - Administrasi
Gaji dan Tunjangan ASM Keuangan Perangkat Deersh
| {Orang/bulan)
Jumish Orang yang Menesima | 1.05.01.2.02 0001 -
Gaji dan Tunjangan ASM Pemediaan Gajidan
 (Orang/tadan) Tunjangan ASN
Jumish Dokumen 1.05.01.2.02.0003 -
[Pen atausa hasn dan Pealaksanaan Penaisusshaan
[Pen gujian/\erifikasi Keuangan | dan
SHPD (Drokumen)
Pangujian/\Verifikasi Keuangan
SHPD
Jumish Dolumen Koordinasi | 1.05.01.2.02. 0004 - K
dan Pelaksanaan Akuntansi | dan Pelakaanaan Akuntansi
| SKPD (Dokumen) SKPD
Jumish Laporan Keusng an 1.05.01.2.02. 0005 - Koordinasi
Achir Tabun SKPD dan dan Penyusunan Laporan
Laporan Hasll Koondinasi Keuangan Akhir Tshun SKFD
Penyusunan L aporan

Jumish Laporan Keusng an 1.05.01.2.02 0007 - Koordinasi
Bulanan/ Triwulan an' dan Penyusunan Laporan
Semesteran SKPD dan Keuangan Bulanan/
Laporan Koondinasi Triwndanan' Semesteran SKPO)
Penyusunan L aporan
[Keu angan
Bula Trit i
n SKPD L ran)
Ketersedizan Barang dan Jass| Jumish Dokumen 1.05.01.2.03 - Adminis trasi
Pearkantoran Pengamanan Barang Milk Barang Milik Dasrah pada
Daersh SKPD (Dokumen) Parangkat Ciaerah
Jumish Rencana Kebutuhan | 1.05.01.2.03 - Administrasi
Barang Mk Daersh SKPD Barang Milik Dasrah pada
{Dokumen) Parangkat Daerah
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NSPK DAN SASARAN

PROGRAM | KEGIATAN/

RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN QUTCOME QUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
f01) f02) {03) 04) [05) {06) 107} {08)
Jumlsh Rencana Kebutuhan | 1.05.01.2.03.0001 -
Barang Miik Daersh SKPD Pempusunan Perencanaan
{Diokumen) Hebutuhan Barang Miik
Daetah SKFD

Jumish Dokumen 1.05.01.2.03.0002 -
Pemgamanan Barang Milik Pengamanan Barang Milik
Daseah SKPD {Dokumen) Dasrah SKFD

Jumiah dokumen adminisirasi | Jumlah Orang yang Mengioti | 1.05.01.2.05 - Administrasi

ke pegawsian yang disediakan | Bimbingan Teknis Hepegawaian Perangkat

Implementasi Peraturan
Perundang -Undangan (O rang)

Daerah

Jumish Paket Paksian Dinas

1.05.01.2.05 - Adminis trasi

Mengikuti Pendidikan dan
Pelathan {Crang)

beserta Afribut Kedengkapan | Kepegawsian Perangkat
{Paket) Daetah

Jumlah Pegawsai Berdasarkan | 1.05.01.2.05 - Administras
Tugas dan Fungsi yang Hepegawsaian Perangkat

Daetah

Jumlsh Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Keleng kapan
{Paket)

1.08.01.2.05.0002 - Pengadaan

Paksian Dinas beserta Afribut
Helengkapannya

Jumlsh Pegawsai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi yang

1.05.01.2.05.0006 - Pendidiarn
dan Pelatihan Pegawai

Implementasi Peraturan
Perundang -Undangan (O rang)

Mengikuti Pendidikan dan Berdasarkan Tugas dan Fungs|
Pelathan {Crang)

Jumlah Crang yang Mengikuti | 1.05.01.2.05.0011 - Bimbingan
Bimbingan Teknis Teknis Implementzasi P eraturan|

Perunda ng-Undangan

Jumiakh dokumen administrasi
umum yang disediakan

Jumlsh Laporam
Penyelenggaraan Rapat
HKoordinasi dan Kongultasi
SKPD {Laporan)

1.05.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Dasrah

Jumlsh Paket Bahan Logistik
Kanior yang Disediakan
[Paket)

1.05.01.2.06 - Administras
Umum Perangkat Dasrah

Jumlsh Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Diisediskan (Paket)

1.05.01.2.06 - Administras
Umum Perangkat Dasrah

Jumlsh Paket Komponen
Instalasi Listnk/Pensrangan
Bangunan Kanior yang
Disediskan {Paket)

1.08.01.2.08 - Administras
Umum Perangkat Daerah

Jumlsh Paket Peralstan dan
Perengkapan Kanior yang
Diisediskan (Paket)

1.08.01.2.08 - Administras
Umum Perangkat Daerah

Jumlsh Paket Peralatan
Rumah Tangga yang

Disediskan [Paket)

1.05.01.2.06 - Administrasi
Umum Perangkat Daerah
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NSPK DAN SASARAN

PROGRAM /| KEGIATAN /

RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME QUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAMN
07} 102) 03} [044) (05) 06} (07} 108)
Jumish Paket Komponen 1.05.01.2.06.0001 -
Imstalssi Listnk/Pene rangan Pemyedisan Komponen
Ban gunan Kanior yang Inested &
Disediskan (Faket)
Listrik/Penerangan Bangunan
Kanior
Jumilsh Paket Peralatan dan | 1.05.01.2.08.0002 -
Perl enghapan Kanior yang Penyedizan Peralatan dan
 Disedishan (Paket) Periengkapan Kantor
Jumlsh Paket Peralatan 1.05.01.2.08.0003 -
Rumah Tangga yang Penyedizan Peralatan Rumah
Disediakan (Paket) Tangga
Jumlah Paket Bahan Logistik | 1.05.01.2.08.0004 -
Hanior yang Disediskan Pemyedizan Bahan Logistik
{Paket) Kanior

Jumlsh Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Dissdiskan (Paket)

1.06.01.2.08.0005 -
Pemyedizan Barang Cetakan

dan Penggandasn

Jumlsh Laporan
Penyelenggar aan Rapat
Hoordinasi dan Konsultasi
SHPD {Laporan)

1.06.01.2.08.0000 -
Penyelengg araan Rapat
Koondinasi dan Kon sulssi
SKPD

Jumilah dokumen Pengadasn
Barang Mk Dasrsh
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlsh Paket Mebsl yang
Digediskan (Unit)

1.06.01.2.07 - Pengadaan
Barang Mk Dasrah
Penunjang Urusan Pemerintah)
Dasrah

Jumlsh Unit Gedung Kantor

atau Bangunan Lannya yang
Dizediskan (Unit)

1.05.01.2.07 - Pengadaan
Barang Mk Dasrah
Permunjang Urusan Pemerintah)
Dasrah

Jumish Unit Kendarsan Dinas

Operasional stau Lapangan
yang Disedisban (Unit)

1.05.01.2.07 - Pengadaan
Barang Mk Dacrah
Peruniang Urusan Pemerintah)
Daerah

Jumish Unit Peralatan dan

Iesin Lainnya yang
Dizediskan (Unit)

1.05.01.2.07 - Pengadaan
Barang Miik Dasrah
Permuniang Urusan Pemerintah)
Daerah

Jumlsh Unit Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor 5t
Bangunan Lainnya yang
Dizedizkan (Unit)

1.05.01.2.07 - Pengadaan
Barang Miik Dasrah
Penuniang Urusan Pemerintah|
Dasrah

Jumish Unit Sarana dan

Kanior stau Bangunan Lainnys)
wang Disediskan (Unit)

1.05.01.2.07 - Pengadaan

Prasarana Pendukung Gedung| Barang Milik Dasrah

Penuniang Urusan Pemerintah|
Dasrah

Jumish Unit Kendaraan Dinas
Operasional stau Lapangan

yang Disediskan (Linit)

1.05.01.2 07 0002 - Peng adaany

Kendaraan Dinas Operasional
atau

Jumlsh Paket Mebsl yang
Dizedizkan (Unit)

1.05.01.2 07 0005 - Peng adaany

Mebel

Jumish Unit Peralatan dan
Iesin Lainnya yang

Disediskan (Unit)

1.05.01.2.07 0006 - Peng sdasny

Peralstan dan Mesin Lainnya
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Jumish Unit Gedung Kantor
atau Bangunan Lainnya yang
Dise diskan (Linif)

4

1.05.01. 20710000 - Py

Gadung Kanior atau Bangunan|
Lainmya

Jumish Unit Serana dan
Prasarana Gedun g Kantor atey
Bangunan Lainnya yang

Dise diskan (Linit)

1.05.01.2.07.0010 - Peng adas)
Sarana dan Prasarana Gedung
Kanior ateu Bangunan Lainmys)

Jumish Unit Serana dan

Kanior atau Bangunan Lainnys
yang Disediskan (Linif)

1.05.01.2.07.0011 - Peng adaan)

Prasarana Pendubung Gedung| Sarana dan Prasarana

Pendulung Geadung Kantor
atau B Lainmya

Jumiah Dokumen Penyedisan
Jasa Penunjang Urusan

Jumish Laporan Penyediaan
Jesa Komunikasi, Sumbser
Daya Air dan Liskik ya

Dise diskan (L )

1.05.01.2.08 - Penyedizan
Jasa Penunjang Urusan
Pamerintahan Daerah

Jumish Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kanior
yang Disediskan (L aporan)
Jumish Laporan Penyediaan
Jasa Peralatan dan

Perl enghapan Kanior

Dise diskan (L )

1.05.01.2.08 - Penyedizan
Jasa Pemunjang Lirusan
Pemerintahan Daerah

1.05.01.2.08 - Penyedizan
Jasa Penunjang Urusan
Pamerintahan Daerah

Jumish Laporan Penyediaan
Jasa Surat Memnrat (Laporan)

1.05.01.2.08 - Penyedizan
Jasa Pemunjang Lirusan
Pemerintahan Daerah

Jumish Laporan Penyediaan
Jasa Surat Memyurat (Laporan)

1.05.01.2.08.0001 -
Pempediasn Jasa Surat

Memyurat

Jumish Laporan Pemyediaan
Jasa Komunikasl, Sumber
Daya Air dan Liskik ya

Dise diskan (L )

1.05.01.2.08.0002 -
Pamyedizan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya A dan Listrik

Jumish Laporan Pemyediaan
Jasa Peralatan dan

Perl enghapan Kanior

Dise diskan (L )

1.05.01. 2. (8. 0003 -
Pemyediaan Jasa Peralatan
dan Perengkapan Kantor

Jumish Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kanior

yang Disediskan (L aporan)

Jumish Gedung Kantor dan

Lainmya yang
Dipalihara/Dire habiitasi (Linif

1.05.01.2.08.0004 -

Penyediaan Jasa P elayanan
Limum Kanior

1.05.01.2.00 - Pemelharaan
Barang Milik Dasrah
Pemmjang Unsan
Pemerintahan Daerah

yang
dibayarkan Pajak dan

1.05.01.2.00 - Pemelhara sn
Barang Mk Daerah

Peanunjang Urusan
Pamerintahan Daerah

Jumish Kendaraan Penorangsn
Dinas ateu Kendsraan Dinas
Jahatan yang Dipelhara dan

dibayarkan Pa {Linit)

1.05.01.2.00 - Pemelhara sn
Barang Mk Daerah
Panunjang Unesan

Pamerintashan Daerah
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Jumish Mebel yang Dipalihara | 1.05.01.2.09 - Pemeclharaan

{Umit) Barang Mk Dasrah
Peammjang Unesan
Pamerintahan Daersh

Jumish Peralaten danMesin | 1.05.01.2.00 - Pemelharaan

Lainmya yang Dipelihara (Unit)| Barang Millk Dasrah
Peamumnjang Unsan
Pamearintahan Cracrah

Jumish Sarana dan Prasarana | 1.05.01.2.09 - Pemelharaan

Pendukung Gedung Kantor Barang Mk Dasrah

atau Bangunan Lainnya yang | Panunjang Unesan

Dipedihe ra/Cire habiitasi (Linif) | Pemerintshan Daersh

Jumiah Kendaraan Perorangan| 1.05.01.2.09.0001 -

Dinas atsu Kendaraan Dinas | Pemyediaan Jasa

Jabatan yang Dipelihara dan | Peme haraan, Biaya

i yar kan Pajaknya (Linit) Pemeablharaan, dan Pajak
Kendara an Percrangan Dinas
stau Kendarasn Dings Jabhatan)

Jumish Kendarasn Dinas 105,012,009 0002 -

Operasional atau Lapangan | Pemyediaan Jasa

yang Dipelihara dan Pemebharaan, Biaya

diibhayar kan Pajak dan Pemeabharaan, Pajak dan

|Pesri zina nmya | Linif) Pearizinan Kendarasn Dinas
Operssional atau Lapangan

Jumish Mebel yang Dipalhara | 1.05.01.2.00.0005 -

{Limit) Peamealharaan Mebeal

Jumish Peralaten danMesin | 1.05.01.2.00. 0006 -

Lainnya yang Dipelhara (Unit)] Pame Bharsan Peralstan dan
Mesin Lsinnys

Jumish Gedung Kantor dan 1.05.01.2.00. 0008 -

Bian gunan Lainmya yang Peamea lharaanRehabilitasi

Diipediha ra/Cire habilitasi (Linkf) | Gedung Kanior dan Bangunan
Lainnya

Jumlsh Sarana dan Prasarana | 1.05.01.2.00.0011 -

Pendukung Gedung Kantor Pemea bharaa nRehahiitasi

atau Bangunan Lainnya yang | Sarana dan Prasarana

Diipediha ra/Cire habilitasi (Linif) | Pendukung Gedung Kantor
atau Banig Lainmy

Sumber: sipd-ri’/kemendari.go.id/renstra
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Berdasarkan informasi pada tabel di atas, hal tersebut selanjutnya menjadi dasar dalam penentuan program, kegiatan, sub

kegiatan, indikator kinerja, target, dan pagu indikatif. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen yang ditetapkan

terintegrasi dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, serta mendukung pencapaian hasil yang terukur

dan terarah sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Tabel berikut ini menjelaskan rencana program, kegiatan, sub

kegiatan, serta pendanaannya.

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan
Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat

ANG TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN
mao-;?m ?&l'ls'c‘gl;E r LELiiyesd EEaelINE PERANGHKAT
OUTCOME § TAHUN 2025 2026 2027 2028 2020 2030 LOoKASI KETERAMNGAN
KEGIATAN / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTFUT 2024
[TARGET [TARGET PAGU [TARGET PAGU [TARGET PAGU [TARGET PAGU [TARGET PAGU
o) o2y 03} o4y 05} 08} o7y o8} rog) 1oy (k)] (12} 13} 14} 15} 16} 17y
105 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
HETE! AN
et 11.584 520.000,00 11.983 721800,00 12473 33270000 14365 773,400 00 13440 96.300.00
PERUINDUNGAN
BAAS VA RAKAT
10501 - PROGRAM
PENUNIANG URLISAN
B e T 10188 317.122.00 10,485 03800000 10864 73550000 11738 586,400 00 11.504 572700 00
KASUPA TENKOTA
Meningkamya Akuntabiitas z’ﬁm‘;‘;‘“" 1.05.0.00.0.00.01.00
Penypeen ggaraan Pemerirean p:g_‘y_‘m" 100 100 100 1018831712200 | 100 10486 c3a00000 | 100 10864 73550000 | 100 11738586 20000 | 100 11504 57270000 | 00 - Sasuan Polisi
(5 Kemm ks tariatan (%) Pamang Fraga
Prassnase Laparan
Kemangan dan Keten sary
Wk Pemusinan 100 100 100 100 100 100 100
Perencanaan s=a
Evaluasi Kinaria {3}
(LKL 2 ) e A Sp 9,008 356 383 00 9008 356383 00 9008 356 383 00 9008 356 383 00 9008 356 38300
Keuangan Perangks Oaesh
JumEhOmng yang
T £ R | B MR S MR 74 as as 9.008 356.383.00 as 008 35638300 as 9008 356383 00 as 9,008 356.383.00 as 9.008 356.383.00
keuangan perangkst dasmh | Tunjangan ASH
{Crang bndan)
T
Memangan Bulanan )
Trwulanan S enesteran
im G L 45 45 45 45 45 45 45
ondinasi P enyusunen
Lanaran Keuangan
Buinan Triwuban an/Sem
& stemn SKPD {Laparan)
Jurniah Lagoran
Keuangan Ak Tahun
SHPD dan Laparan Hasil ) y ) | y ) |
Moamdins P eyusurn
Laporan Keuangan Akhi
Tehun SKPD i paran}
S Da ke
Penatauzahaan dan
Pengujanienbhs 150 150 280 250 250 280 280
Heuangan SKPD
Dok rreri
Jarni b Dakomen
Hoarndinas dan
e e e 45 45 45 45 45 45 45
SHPD { Dok i)
105012 02 0001 HAB.
Penysdiaan G dan 9002 4841:33.00 9002 48.4.133,00 2002 464133 00 9002 48413300 9002 464 13300 D TR RN
Turjangan ASH G B ARAT
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BIDANG URUSAN / INDIKA 8 UNE TARGETDAN PAGU INDIKATIF TAHUN
PROGRAM ! OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 202 2030 LOKASI |KETERANGAN
KEGIATAN | DAERAH
SUBKEGIATAN ouTPuT | OUTPUT o=
[TARGET [TARGET PAGU [TARGET PAGU [TARGET PAGU [TARGET PAGU [TARGET PAGU
a1 a2y 03) (04) a5 (08) a7 (8) 29 (10} (Le] (12} 113 (14} s (18) (17
Jumbah Orang yang
Tersadinrya Gajidan Meneriina GEjl dan 7 a5 a5 aomesstzm | as aomesstzm | as agmssstzga| o8 agmessimon| s 4002 484 13300
Turjangan ASN Tunprgan ASH
| Orang/bulan}
105 01 2 02 0003 -
Palgksanaan Panalausaaan KAR
= 433500000 4.335.000,00 4.335.000,00 4.335.00000 4.335.00000 KOTAWARM
G BARAT
PengujianMerifikasi Keuangan
SHPD
Jumbah Dokumen
Tertak=ananya Penatausahaan | Penatausahaan dan
dan Pengujian Verfkasi PengujanVeriikasi 150 150 250 433500000 | 250 433500000 250 433500000 250 433500000 | 250 433500000
Keuangan S FD Keuangan SKPD
| Craerne )
105 01 2 02 0004 - Koardinasi KAR.
dan Pakkzanaan Akun tnsi 1.000.000 00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.00000 100000000 KOTAWARMN
SHPD G BARAT
Jumbah Dakumen
Tertakzananya Koordinesi dan | Koordinasi dan
Petisaranan Al riare SKPD | Pelsarman Aburiars 43 45 45 1.000000.00 45 1.000.000,00 45 1.000.000,00 45 1.000.00000 45 1.000.000400
5HPD | Dok rmen)
105012 02 0005 - Koordnas HAB.
dan Paryusunan Lagaran 136.500,00 136.500,00 136.500,00 13650000 13650000 KOTAWARMN
Keuangan Mkhir Tahun SKP0 G BARAT
JumahLaparan
Tersadmrya Laparan u
Feuangan Akhir Tahun S5P0 ;:;"313: thu;::.:w
dan Laparan Hasl Koondinasi e 1 1 1 136.500.00 1 136.500,00 1 136.500,00 1 136.50000 1 13650000
o K oandinas Peanyusunan
U Lagamn Laporan Keauangan Mshi
Keuangan Akhir Tahun S5P0 Tahu SKPD {Laporan)
1.05 01 2 02 0007 - Koardinasi KAR
CLoalR L) LD, 32520 £20.750,00 £20.750,00 £20 75000 £20 75000 420 FE000 KOTAWARM
Feuangan Bulanan' S BARAT
Triwuarn an/ Semestaran SKED
Tersadmrya Laparan Jumbsh Laparan
Keuangan Keuangan Bulanan)
BulananTriwulanan' Semestera | Tiwdlanan' Semeasteran
1 SKPD dan Lperan SKED dan apocn o P a5 garspn| e wgarmpo| e am7sopa | 45 am7song [ a5 42075000
Koardinasi Penyusunan K oandinas Peanyusunan
Laparan Keuangan Laporan Keauangan
BulananTriwulanan' Semestera | BuananTriwdanan/Sam
n SKFD azieran SKPD {Laparan)
105012 03 - Adminsdmsi
Barang Milk Daerah pada 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.000,00 15.000.00000 15.000.000,00
Perangsat Dasmh
Jumbah Rencana
Ketnmadaan Barang dan Jasa | Kebutu han Barang Milk
Perberitran Damsh SKPD 1 1 2 15.000.000,00 2 15.000.000,00 2 15.000.000,00 2 15.000.00000 2 15.000.00000
| Craeurme
Jumiah Dokumen
Pengamanan Barang
Milkc Daersh SKFD 2 2 2 2 2 ¢ ¢
| Craeurme
105012030001 -
Penyusunan Pemencanaan e
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.00000 5.000.00000 KOTAWARM
Kebuuhan Barang Milk Daerah|
S¥PO G BARAT
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BIDANG URUSAN [

TARGETDAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM/OUTCOME! | o oo ¢ TAHUN | 2025 2026 2027 2028 | 2020 2030 PERANGKAT | | nyps) |KETERANGAN
KEGIATAN | DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT (i ]
[TARGET [TARGET PAGU [TARGET PAGU TARGET PAGU IT.!RGEI' PAGU [TARGET PAGU
o) fo2y f03) 1o4) [05) (08} (o7} foay 10s) 1) 1) (12) r13) 114) (15) [16) 17
JumbshRencana
Tarcaciirys Réntn K etuuban Barang Milk
Ketnuhan Barang Milk Daesan 0 0 1 1 2 so0000000 | 2 sooomon| 2 sooopn| 2 s00000000 | 2 51000 000,00
ske0 {Dedeumerr
1.05 012 03 D0CE - WAB.
Pergamarnn Bararg Mik 10 000.000,00 10.000.000 00 10.000.000 00 10.000.000,00 100.000.000,00 KOTRNARN
Daersh SKED G BARAT
Jurnksh Dakumen
Testakzananya Pengamanan | Pengamanan Barang 2 z F 10000000 40 2 10.000.000 00 2 10,000,000 00 4 10.000.000,00 4 10.000.000,00
Barang il Daersh SKPD | Milk Dnersh SKPD - : : :
{ Dk rmeari)
1.05 012 05 - Mdminstas
Kepegawaian Pemngkat 191.750.000,00 338 622557 00 355.000.000,00 i 20,957 00 583 257.297.00
Daerah
- . | Jumih Paket Pakaian
x:ﬁ;:ﬂ‘?‘;":;;‘::':;:; Dirias baserta Mkt 1 1 1 191.750.000,00 1 338822597 .00 1 355.000.000,00 1 689.920.997,00 1 583 257.297.00
K elengkapan (Paket)
Jumnih Pegawa
Berdaserkan Tugas dan
Fungsi yang Men gkuti 2 2 2 2 2 2 o
Pendidikan dan Pakshary
Omng)
Jurnih Orang yang
Mengkul Bimbingan
WO i 5 5 10 10 10 1 10
Peraturan
PerundangUndangan
{Orang)
1.05 012 05 0002 - Pangadaan KA.
Pakaian Dinas besarta Adibut 2000000000 153822 557 00 150.000.000,00 280 320,957 00 231 507.297.00 KOTAWARM
K slengiaparriga G BARAT
Tersadiarya Pakaian Dinas durmlah Pkt Pakaan
B s Keangeapan | 75 Beseta st 1 1 1 2000000000 1 153822 557 00 1 15000000000 | 1 2mmoaroa | 1 231 507.297.00
K aengrapan |Paka)
1.05 012 05 0008 - Parddikan
dan Palihan Pegaws 125 00000000 125 000000 00 125 000.000 00 250.000.000,00 250 1000.000,00
Berdasarian Tugas dan Fungsi
Jumbah Pagawa
Tertakzaranya Pendidican dan | Berdasarian Tugas dan
Pebatian Pagawai Furigsi yang Men gt 2 2 2 12500000000 | 2 1250000 | 2 12500000000 2 so0000m0g0 | 2 250 1000.000,00
Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Pendidikan dan Pakshary
0mng}
1.05 012 05 0011 - Bimkingan
Tebris Inplementtas Peratran 4 75000000 0,000,000 00 81,000,000 00 150.000.000,00 101 750.000.00
Peanundang-Undangan
Jumbah Orang yang
Tertakezrianya Bimbingan ?:‘:imr::a;:‘"g:
Tekris g lemmentas Pesauran [ =7 5 5 10 875000000 | 10 B000000a| 10 momaoogn| 10 15000000000 | 10 101 750.000.00
Pearundang-Undangan P enundang-Undangan
{Orang)
1.05 012 08 - Administ s
Uit Perarghe Dowrah 77897950 00 11959020 00 93 259020 00 137 459,020 00 90853 020,00
[ JumiahPakat Baban
:J":';"rf;”;zd‘:m"*” Lagissk Kartar yang 1 1 i 77.637.950,00 2 809520000 2 a2sam00| 2 137500000 | 2 90,452.020,00
Disadisian {Pake)
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BIDANG URUSAN |

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM/OUTCOME [ | o ycome / TAHUN | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT | | onst  |KETERANGAN
KEGIATANM / DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT i 2y
ITARGET [TARGET PAGU ITARGET PAGU TARGET PAGU ITARGET PAGU [TARGET PAGU
(09} (02} o) (o) (05} (08) (07) o8y (09 1a) (1) 12} (13) (14} (15) (18} (17)
dumksh Laparan
Pan yeden g arasn Rapat
Koadinas dan 8 5 7 10 10 10 10
Korsultasi SO0
{Laparan)
Jumkah Paket Barang
Ceatakandan
BT 2 1 1 2 2 2 2
Diimedizkan {Paket)
Jumbah Pakst Komponen
Irestalasi
Listi/Penerangan 1 1 1 1 1 1 1
Bangunan Karder yang
Disedlitan (Paket}
Jumbah Paket Peraatan
dan Pedengkapan Kb 3 1 2 1 2 2 2
wang Disediakan P aet)
Jumibah Paxet Paraatan
Rurmah Tangga yarng 1 1 2 1 2 2 2
Dimediztean (Paket}
1.05.01.2.06 0001 -
Panysdiaan Kampanen e
PR 627372000 6.300.000.00 6.400.000.00 650000000 660000000 KO TAWARIN
LiztikPanarangan Bangunan GBI BARAT
Kantar
Jumbah Pakat Kampaonen
Terzadmmya Kompanen Irreta i
Instakasi ListkikPenemngan | Listi/Penerangan 1 1 1 627372000 1 6.300.000.00 1 6.400.000.00 1 650000000 1 6600.000.00
Bangunan Karfar Bangunan Karder yang
Dizadizkan |Paket}
1,05 012 06 0002 - HAB.
Panysdiaan Pamktan dan 20.858.020,00 20 859,420 00 20 859,020 00 20955.020,00 20953.020.00 KOTAWARE
Perlengkepan Kartor GIN BARAT
[ Jumkah Pake | Pardaan
D’I “.;‘:‘ K':rm"" = dan Pedenglkapan Kanta 3 1 2 20 853,020 00 1 20 859,00 00 2 20 859.000 00 2 20 854.020,80 2 20 954.020,00
Sriengepan i yang Disediakan [P aket)
705 012 06 0003 - WAB.
Panysdiaan Pamktan Runah 15.000.000 00 17.000.000 00 25 000.000,00 48.900.000,00 23.000.000,00 KOTAWARE
Targga G BARAT
K Jumbah Pae ! Paraatan
?’“""“m" Pamtstan Rumeh (o b Tenga yag 1 1 2 15.000.000 00 1 17.000.000 00 2 25 000.000,00 2 48.900.000,00 2 23.000.000,00
- Disedisian | Paken)
105 012 06 0004 - WAB.
Penysdiaan Bahan Logistk 281385000 2.900.000,00 3.000.000,00 3.100.000.00 320000000 KO TAWARN
Kanbr G BARAT
K . Jumnizh Pas | Bahan
::’;d“"“" Bakanlogedd ) ik Karkar yarg 1 1 1 281385000 2 2.500.000,00 2 3.000.000,00 2 3.100.000,00 2 320000000
Dizediakan |Pakeat}
105 012 08 0005 - WAB.
Penysdiaan Bamng Cetakan 7.651.360.00 7.800.000.00 7.900.000,00 8.000.000.00 8.100.000.00 KO TAWARN
den Panggandaan G BARAT
Jumksh Pas | Barang
Tersedmrnya Barng Cetakan | Getdkan dan 2 1 1 785138000 2 7aocooope [ 2 7oonomope | 2 aoonooopo [ 2 8.100.00000
dan Panggandaan Panggandaan yang
Dizadizkan |Paket}
1.05 01206 0009 -
[ yulsh e san S oL 35 000.000 00 26 00000000 3500000000 5000000000 2900000000

Koamdinasi dan Karsul asi
SKPD
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BIDANG URUSAN |

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM QUTCOME | oy reame 1 TAHUN | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 il LOKAS| |KETERANGAN
KEGIATAN | DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT ] e
[TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU 'TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
o1} (] 103) [04) 1o5) (06} 07} (o8} ] 11a) (1) r12) 113) 114} (15) (16} 17
Tertakeananya Jumiah Lopieran ]
P pedeniggaraan Rapat enyslengganzan Rapat
¥ i Koardinas dan [ - T 2500000000 10 26 .000.000.00 10 35.000.000.00 10 5000000000 10 29.000.00000
Koardinasi dan Karsulas
Konsutasi 58P D
SKPD
{Laparan}
10501207 - Pangadaan
Barang Milk Daerah Parurjang 310852822 .00 410000000 .00 847 020,097 00 8017500000 .00 950 .000.000,00
Urusan Pemerintah Dasrah
Jurmiah dosamen Pengadasn
Barang Milk Daerah Perunjang) Mmhl;‘:ﬂ:‘:‘_‘d;? a 2 1 1 31065262200 ] 410,000,000 .00 2 647 020,097 00 1 A01.750.000 .00 1 950 .000.00000
Urusan Pemerintah Daeran | 1000 Dizeda ni}
Jurnish Und Gadang
Kansr atau Bangunan . ] . 4 ] ] ]
Lainrya yang Disedakan
(Uit}
Rinlah Uil Karearssn
Dinas Operasianal atau 1 1 1 1 1 1 1
Lapangan yang
Dised iaan {Unit)
Jurnkah Unit Pemlatan
dan Mesin Laineya yang 12 7 20 15 10 10 10
Dismed izfean (Unif)
Jurnkah Unit Sarana dan
Praswrana Gedung
Kanior atau Bangunan 1 1 1 1 1 1 1
Lainrya yang Dissdakan
{Unif}
Jumbah Unit Samna dan
Pssaranas Panckilamg
Gedung Kantar atau 1 1 1 1 1 1 1
Bangunan Lainnya yang
Dised iaan {Unit)
1.05.012.07 0002 - Pengadaan KAB.
Kendaraan Dinas Operasanal .00 Q00 0,00 000 0,00 HOTANWA RN
atau Lapang an G B ARAT
Jurnkah Unit Kandaraan
Tersedianya Kendarsan Dinas | Dinas Operasional atau
Opeasinl smuLopengan . |Lapengin yang 1 1 1 000 1 0,00 1 0.00 1 000 1 0.00
D] i 1 o L it}
1051012 .07 0005 - Pangadaan LLh
Mebel ™ 2000000000 30.000.000 .00 2000000000 50.000.00000 6000000000 HOTAWARMN
G BARAT
- Jarnkah Paket Maad
Tersedmrya Meabel yang Dissdakan {Uni ) 2 1 1 2000000000 5 30.000.000,00 2 &0 000,000,040 1 5000000000 1 &0.000.000,00
1051012107 0008 - Pangada LoLh
) — 120852622 00 15000000000 150.000.000.00 150.000.000 .00 140 00000000 HOTANA RN
Peralatan dan Mesin Lainrya ot BT
Tersedanmya Permlatan dan durnih Link Pemistan
[y L;Ir’ - dan Mesin Lainmya yang 12 17 20 1206852622,00 15 15000000000 10 1:50.000.000.00 10 150.000.000 .00 10 140.000.00000
i Diediakan {Urit)
10501207 0008 - Pangadaan AR
Gedung Kamor atau Banguran 5000000000 100.000.000.00 157 200087 00 151 7500000 .00 250.000.00000 O TANS RN
Lamya SN BARAT
Jarmkah Unit Gadung
Tersaclianys Gedung Kanlor | Kank ata Bangunan 1 1 1 50000000 00 1 10000000000 1 157 (20,097 00 1 151 750.000,00 1 250 000.000,00
atay Bangunan Lainrya Lasinirrya yang Dised o kan
{Unit}
10501207 0010 - Pengadaan WAB.
Sarana dan Prazarana Gedung 5000000000 50 000.000 00 1:50.000.000,00 150.000.000 00 25000000000 HOTANS RN
G B ARAT

o tor sty Bangunan Lainmya
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
FROGRAM/OUTCOME/ | o oame TAHUN | 2025 2026 2027 2028 2020 2030 PERANGKAT | | nias)  |KETERANGAN
KEGIATAN DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT e s
[TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU [TARGET PAGU
fo) a2y [o3) a4} 105) [08) (07} fogy a8y r1a) 1) 12) [13) 14} [15) (18} 17
Jurniah Uni Samna dan
Tersedinrya Samna dan Praserana Gadung
Prasarana Gedung Harfar ateu | Kantor atey Bangunan 1 1 1 50,000,000 00 1 80.000.000,00 1 150 000.000,00 1 150,000.000,00 1 250 000.000,00
Bangunan Lairnya Lainrya yang Disadiban
{Uri}

105 01207 0011 - Pangadaan e
g‘"’“d“" T T0.000.000,00 70.000.000,00 150.000.000,00 300.000.000,00 250.000.000,00 KOTAMARM
endukung Gedung Kantar SR BARAT

atau Bangunan Lanma
Jumah Unit Sarmana dan
Tersadiarya Samna dan Prasrana Pendukung
Frasyana Pendukung Gedung | Gedung HKaror atau 1 1 1 F0.000.000 00 1 T0.000.000,00 1 150.000.000 00 1 300.000.000,00 1 250.000.000,00
Kantor atay Banguran Lanrya |Bangunan Lainnya yang
Dimadiziean {Unis}
10501208 - Paryadiaan Jasa
Panuriang Unasan 164 860,167 .00 172.100.000,00 179.100.000,00 1186.100.000,00 193.100.000,00
Pamarirtaian Dasran
dumbah Laparan
Jurah Dokumen Paryediaan | Penyedinan Jasa
Jasa Penunjng Unisan Pedayanan Umum Kanter| 12 12 12 184 BE0.167 00 12 172.100.000 00 12 179.100.000.00 12 188.100.000 00 12 18310000000
Pamerirtah Damah arey Disadakan
A Laparan}
Jumbah Laparan
Penyedman Jasa
Kormunilasi, Sumbar 12 iz 12 i2 1z 12 i2
Daya A dan Lisyrik yang
Diserdiatan {Laparan)
Jumbah Laparan
FPenyedman Jasa Sumt 1 1 1 1 1 1 1
Mernyurat {Laparan)
dumbah Laparan
Panyadinan Jasa
Paralatan dan
B Ay 12 iz 12 iz 12 12 iz
wang Dizedakan
{Laparan)
705 012 08 0001 -
Penyedam Jasa Sumt 100,000 00 100,000 00 10000000 100.000.00 100.000.00
M yuran
Jumiah Laporan
THA LN 10 18 i yeciie s Penypediman Jass Sumt 1 1 1 100000 00 1 100.000 00 1 100.000,00 1 100.000,00 1 10000000
Jaza Surat Marmurat " o N
mrpurat {Laporan)
1105 012108 0002 - KAB.
Panyadiaan Jasa Karmrikersi, 88 338896 00 70.000.000,00 71.000.000,00 72.000.00000 73.000.000,00 KOTARMA RN
Sumber Daya Airdan Listrik GIN BARAT
Jumah Laparan
Tersaditrys Jisa Kamuilasy | oryadsm s
) " | Kernunikasi, Sumber 12 12 12 88 338898 00 12 moonooon | 12 7100000000 12 7200000000 12 73.000.000.00
Sumber Daya Airdan Lisyik Dy A el Lishrilk e
e A dan Listrik yang
Disediatan {Laparan)
105 01 2 08 0003 - WA,
Panyadaan Jaca Paralsian dan 50,000,000 00 55.000.000.00 50.000.000,00 6500000000 T0.000.000.00 KOTARA R
Perlengkapan Kartar G BARAT
JumBah Laparan
Peanyedman Jasa
Tessacinnya Jata Pacstatan | Peratutan dan 12 12 12 5000000000 | 12 ssmoao0on | 12 simaomod | 12 8500000000 | 12 70.000.000.00

dan Pedengapan Kanter

Perlangaapan Kamar
yang Disedakan
{Laparan)
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manm :‘;:‘;nmE ; . i - LINE TARGETDAN PAGU INDIKATIF TAHUN .
QOUTCOME !/ TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 LOKASI KETERANG AN
KEGIATAN DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT et e
[TARGET [TARGET FAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU [TARGET PAGU
o7} 102) 03) [o4) [08) (06} a7} [08) [08) r1a) [11) (12} 13) [14) 115) [16) [17)
105,012 08 0004 - KAB.
Penyadaan Jaza Pakryanan 4642127100 47 000.000,00 £8.000.000,00 4900000000 50.000.000,00 KOTAWARN
Urnum Kartor GIN BARAT
JumBah Laparan
e _— Peryedam Jasa
SrEadEya S PEEEnE | o edaganan Urnum Kantor 1z 12 iz 46421271 00 2 47 00000000 1z 48 000,000,100 iz 45.000.00000 12 5000000000
Urmnum Kartar .
yang Disedakan
{Laparan)
105,012 109 - Pamelbharaan
Barang Milk Daersh Parurjang 420.000.000,00 481.000.000,00 562.000.000,00 900.000.000,00 864.000.000,00
Urusan Pemerintahan Dasrsh
;J:::‘I'E;k:“;mng oy [l s ae
a h Mesi Lairnya yang F1 E1] 2 420000000 00 24 481.000.000.00 4 56200000000 | 24 200000.00000 | 24 864 000.000,00
aersh Pamnjang Urusan R e
Pamarirtah Dasrah o (T
Jamih Sarana dan
Prazarana Pendukung
L 1 2 2 2 F 2 2
Bangunan Lairmya yang
ipalihara! Direhabiitasi
{Urig)
Jumih Gedung Karfar
dan Bangunan Lammya
yang 1 2 2 2 2 2 2
Dipalihara'Direhabiitasi
{Urit}
Jumah Kendaraan Dinas)
Oparasonal sau
Lapangan yang
Dipaiihara dan £ 2 22 22 = 22 =
dibmyarkan Papk dan
Perizinannya {Lhif}
JamEh Kendaran
Percrangan Dinas atay
Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelibam U C d d U d U
dan dibiayarkcan Pajskya)
Uity
Jarmih Mebd yang
Dipalihara {Liit) 2 2 2 2 2 2 2
105012 09 0001 -
Penysdaam Jasa e
R Y 25 000.000,00 25 000.000,00 25 000.000,00 30.000.000,00 25 000.000,00 HOTANARIN
Pemelibamaan, dan Pajak SRR
Kendaraan Perarangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan
Tersediarys Jash Jumiah Kendaman
. Perarangan Dinas ata
P emediharaan, Biaya Kenda o
Pernlifaman dan Pajsk smedrEan Do 1 1 1 25 000,000 00 1 25.000.000,00 1 2500000000 1 30.000.000,00 1 25.000.000,00
Jabatan yang Dipeihar
Kendraan Perorangan Dinaz |* 7595 Y273 SRl
At Kandaraan Dinas Jabatan <::.-| sypnan Fapmnya
105012 09 0002 -
Penyadaan Jaza e
Pesnelitzaan, B 310.000.000 00 310.000.000.00 310.000.000.00 310,000,000 00 310.000.000,00 KO TANARIM
Pamaditaraan, Pajsk dan T
Parizinan Kandaraan Dinas
Operasional stau Lapangan
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BIDANG URUSAN I/

TARGETDAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAMIOUTCOME | oy e cpge TAHUN | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT | ) gkas)  |KETERANG AN
KEGIATAN | DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT U oy
[TARGET [TARGET PAGU ITARGET PAGU TARGET PAGU ITARGET PAGU [TARGET PAGU
101) 102) 103) I 106) 107) 108) 10] 110 111) 172) 3] 14 115) 1161 [ED
Jumbah Kendaraan Dinas
Tersedanya Jasa
Pamaliar, Baya Cpsmebinel sl
Penalifamaan, Pajas dan A 20 20 E 0000 | 2z 300000 | 2 somoomoo | = 3M00000mo0 | 2 310.000.00000
Periznan Kandaraan Dinas e
Operasival st Lagangan | S o2 yowon Pajak dan
P Perizinanrya {Unit}
1105012090005 - AR
) 10.000.000,00 10.000.000 00 10.000.000 00 10.000.000.00 10.000.000,00 HOTAWARI
Pemalinamsan Mebel
GIN BARAT
Terhksmanys Fameltaman | Jumih Mebel yarg 2 2 2 10.000.000 00 2 10,000,000 00 2 10.000.000 00 2 10.000.000.00 2 10.000.000.00
Mabedl Dipalara (Unif)
110501209 0006 - AR
Pemalinamsan Peralatan dan 15.000.000.,00 16.000.000 00 17 .000.000 .00 50.000.000,00 19.000.000,00 KO TAWA RN
Mesin Lairerya GIN BARAT
Jumah Peralatan dan
Terbakamanys Pemalhacan |, o) spuys yarg 24 24 24 1500000000 24 1600000000 | 24 frooo000n | 24 000000000 | 24 19.000.000,00
Peralatan dan Mesin Lainmya _
Dipeliara_{Unit)
1.05.012.09.0008 - e
£ ernadi e o R s :
o e 30,000,000 00 50,000,000 00 150,000,000 00 300,000,000 00 150.000.000,00 KOTAWAR
: GIN BARAT
Lﬂm)‘ﬂ
Jumbah Gedung Kamor
B sl dan Bangunan Lainmya
s = yang 1 2 2 30.000.000,00 2 5010010000 00 2 150000000 00 2 300.000.000,00 2 150.000.000,00
Geshuryg Karfar dan Banganan ! i
Dipeliharal Direhabilitasi
Lairmya "
§{ Uit}
1050120011 -
P ernedi e an R eva it KAB.
Sarana dan Prasarana 30.000.000,00 50000.000 00 50.000.000.00 200,000,000 00 150.000.000,00 HOTAWARI
Penchiung Gadung Kantor GIN BARAT
atau Bangunan Lanma
Jumish Sarana dan
Tertkanan i Prasarana Pendubung
Pemaifanaan Rehahilitas Gead Kanter stau
Sarama dan Prasarana Em;'l?m ey pan 1 2 2 30000000 00 2 saooaoogo | 2 somaompo | 2 20ma0mo0 | 2 150 000.00000
P_m g Gecung Kansar Dipalihara) Dirshabiitasi
atau Bangunan Lainrmya (Uit}
7105 02 - FROGRAM
PENBGHATAN
ETE AT AR DA 1.395 20287800 1.502 53380000 1.609.197.200 00 2)827.187.000,00 1.938.323.80000
KETERTEAN LMURM
Meningkatiya Keterraman, | 55 e Pamnman 1.05.0.00.000.01.00
Kesertinan Urmum, Serta b 13 i i5 i1e0&i7aTa00 | 18 126582080000 | 25 1321 25050000 | 30 2327 ABF.00000 | 40 1534 2360000 | 00 - Satuan Poisi
Padindungan Masyarkat e Famang Fraja
10502201 - Penangaran
Gangguan K tenberaman dan
St L 1.180 817878 00 1285 920900 00 1321 250500 00 2327 187.000.00 1534 82380000
(| Sat) Dasrah KabunatenKota
Tumih deumen Peta
Daerah Rawan
Gangguan Tranturn dary
Prasentase pemberdayaan | dokumen yang
masyarakat yang akst menggam bk daeran
T e e 1 1 1 1,180 817.878,00 1 126592090000 1 132125050000 1 2:327.187.000,00 1 1534 523.800,00
limgkungan Ketareraman, Keteribany

Urnurn dan Pedindungan
Masyarakat yang sah

dan legal {Dokumnen)
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manm }Jmm.E ’ INDIKA 5 LINE TARGETDAN PAGU INDIKATIF TAHUN .
OUTCOME / TAHUN 2025 2026 2027 2028 2020 2030 LOKASI |KETERANGAN
KEGIATAN § DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT et 2
[TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU [TARGET PAGU [TARGET PAGU
[01) [02) 103) 4| o8 {06) 107) [08) 109) 110) 1) 112) i13) (14) (15) [16) (17)
Jurmnksh Dokumen Hasil
Terzadmrya Dakumean Hasd
Pelgksaraan Kaordras Palgizanaan Koordinasi
B Penyelenggaraan
enyelen ggaraan
Festarieraman , Keba b any
Ketemteraman, Keteriban 4 12 4 25000000 00 10 30.000.000,00 4 35.000.000,00 10 50.000.000,00 4 50.000.000,00
Umum dan Padindungan
Umum dan Perlindungan
Masyaraaat Tingka
Mazyarakat Tingka K K
Kapatant ot upani ot
{Dikurnari)
10502201 0004 -
Pembardayaan Padindungan KAB.
Bazyarabat dalam rangka 100000000 00 11500000000 128 000,000,000 200.000.000,00 140000, 000,00 KOTAWARB
Keterframan dan Keter§ban GIN BARAT
Umum
Jumnkah Dakumen yang
Mamuat Hasil
Terzadmrmya Dauumen yang Peanbslayaan
Memuat Hasl Pembardayaan Periinchurryan asyer s
Perindungan Masyarakat 4 ™ ¥ 12 12 12 100000000 00 12 115.000.000 00 12 1258 000.000.00 12 200000000000 12 140.000.000,00
alam ranga
dalam rangha Ketenteraman
dan Keterfiban Linum Kakerilarsrien dan
Fetariiban Umum
| Dkurman}
1050223 .01 0008 - Karja
Sama amar Lambaga dan
Kemitaan dalam Teknik Lot
100 000,000 00 110.000.000 00 120 000,000 00 242 187.000,00 100 .000.000,00 HKOTAWARMN
Pencagahan dan Panangaran ST
Gangguan Ketentraman dan
Ketartiban Umum
Jurmnksh Dakumean Hasil
Paakzanaan Kaja Sama)
Terabsananya Kerja Sama
arfar Lambaga dan Kemivaan :m';cm“g“dm
daam Telrik Pencegahan e 1 1 3 100.000.000,00 3 110.000.000,00 3 12000000000 3 2428700000 [ 3 100.000.000.00
Keanatan dalam Teknik,
dalam Teknik
Peancagahan Kejahatan Pencagshan Kejahatan
{Dieurneari)
105022 01 D008 - e
o SU Ko e 50.000.000,00 5000000000 70.000.000,00 150.000.000,00 20.000.000,00 KOTAWARMN
Umum dan Ketenteraman
G BARAT
Iayaraka
Jumbah Dakumen S0F
Ketariiban Umum dan
Tersadiarya Dokumen S0P | Keterderaman
Keterriivan Urnum dan Masyarakat yang Telah 3 & 4 50000000 00 4 60.000.000,00 4 T0.000.000,00 4 150 .000.000,00 4 90.000.000,00
Katartaraman Masyarahat Dzt dan
Dimueakhirkan
{Dakurneari)
105022010010 -
Peningkatan Kapasitas S0
Satuan Palisi Pamang Prap HAB.
ki Pandidikan dan 20000000 00 25 000,000 .00 30.000.000.00 150 000.000.00 5000000000 KOTAWARE
Paatihan DasarPad PPngsional GIN BARAT
Pl PP dan Lji Kompetensi bagi
P ejabant Fungsional
Ieningkain ya Kapasitas S0M | Jumih Apamior Sapd
Satuan Palisi Pamang Prap PP yang mangikaus
mdabi Pandidikan dan Pendidkan dan Pakihary 10 51 &0 20000000 00 10 25000.000 00 3 30000000 00 150 150 000000000 51 50.000.000,00
Pelathan DasarPd PPbag | Dassr Paisi Pamong
Pdli=i Pamang Praja Praja {Orang)
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BIDANG URUSAN |

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM [QUTCOME | oy rroome 1 TAHUN | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT | ) qeps)  |KETERANG AN
KEGIATAN [/ DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT UL s
[TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU [TARGET PAGU
[07) [02) 103) [o4) 105) 06} o7} [08) 109} 110} [11) na) 13} [14) 115 116) 117}

105022 01 0012 -
Pennghatan Kapasias SOM
Pdl PP melalui Ui Kompetensi KAB.
urtuk usulan pamindahan 30000000 00 3500000000 40.000.000,00 100 000,000 00 5000000000 KO TAWARN
jabitan ke jabatan fungsianal GIN BARAT
Pd PP, Pramasi dan_ kenaikan
jurjang jabatan

Jumniah Peabat

Fungsanal yang

mengkus i karmpetensi
meningkatnya Kapasites SOM | untus usuian
P PP meaui Ui Kampetensi | perpindahan jabastan ke 5 5 10 30000000 00 10 35 000,000 00 10 40,000,000 00 10 100000000 00 10 80.000.000,00
bagi Pejabat Fungsional Pal PP | jabatan fungsional Pal

PP, Pramasi dan

ke raikan prjang phatan

{Orang)
105022010013 - o
B 1492 01587800 205000000 00 210,000,000 00 300.000.000,00 220.000.000,00 KO TAWARIN
Satuan Peindungan e
Masyarabat
Meninghasinya Kapasitas SDM SIS0 SOM S
Satuan Pedindungan o S ! 475 25 357 12201587800 | 358 20500000000 | 358 21000000000 | 370 300 00000000 | 358 220 000.000,00
Masyaraion :( ™ . ng«a

ap azita sarya | Orang)

105022010014 -

Peningieatan Kapasias SDM e
e A 45,000,000 00 50,000.000.00 5 350,500 00 65.000.000,00 a1 823 600,00 KO TAWAR
jan Satinmae meka i e

Palstinan Takriz Saipal PP dan
Satfinmas

Jumiah anggata Satpal
Meningkatya Kapasitas S0 | PP dan Sadinmas yang
Sauan Polsi Pamang Prajp difing katcan kapasias
dan Safinmas mekaki SDMnya melaki 55 50 50 450001000 00 50 5000000000 | S0 5535050000 | 100 6500000000 [ 80 &1 823.600,00
Pealatinan Takriz Sapal PP dan | Palatian Teknis Sapal
Setirrnas PP dan Satinmas

(Crang)
105022010015 -
Penocagahan Gangguan
Ketemaraman dan Ketediban KA
g’““’“ CE D A 3D 100.000.000,00 110.000.000,00 1:20.000.000,00 200.000.000,00 140.000.000,00 KO TAWARM

agah Diri, Pembinaan dan e

Penyuuhan, Palakeanaan
Patirali, Pengamanan, dan
Pengawatan
Terlabsananya Penoagahan
Gangguan Ketenteraman dan
Ketetiban Umum Melau
Drestekosi Dimi dan Cesgah Dini, | Jumiah Laporan
Fembinaan dan Penyuuhan, | Gangguan Ketentemman)
Pelak=anaan Pawoli, dan KeterSban Unum
Fengam Tadaksananya yang Dicagah Mekiu
Pancagahan Gangguan D tebesi Diri dan Cgaty 12 12 12 100.000.000,00 12 110.000.000,00 12 1:20.000.000 00 12 200 .000.000,00 12 140 000.030,00

Kete e raman dan Ketstiban
Urnum Aedaiui Dete ki Dini dan
Cegah Diri, Pembinaan dan
Panyuivihan, Palaeanaan
Parali, Pengamanan, dan
Pangawalinanan, dan
Pangawakan

Diri, Pembinaan dan
Penyuluhan, Patadi,
Pengamanan, dan
Pengawalan Japaran)
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BIDANG URUSAN |

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAMIQUTCOME! | o reomE / TAHUN | 2025 2026 2027 2026 2020 2030 PERANGKAT | | oeasi |KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT
[TARGET |[TARGET PAGU ITARGET PAGU ITARGET PAGU ITARGET PAGU ITARGET PAGU
101} 102) f03) [o#) 105) [06) 107) [08) 109) (10) (1) (12) (13} [14) 115) [16) 117)
10502201 0016 -
Penindakan Afas Gangguan
Ketartaraman dan Ketertiban L1 8
Urnum brerdasarkan Pedadan 190.000.000.,00 20000000000 200.000.000.,00 250.000.000,00 210 .000.000,00 KOTAMARIN
Perkada Malaki Panariban GIN BARAT
dan Penanganan Unjuk Rasa
dan Kausuhan Massa
Jumbah Laparan
Terfak=ananya Penindakan Gangguan Falenteraman
dan Kaferiiban Umum
At Gangguan Katemeaman
berdasarkan Parda dan
dan FaterSban Umum Perbada Mekil
berdasarkan Panda dan 35 1:3 ed M 200 120 200 190.000.000.00 200 20000000000 200 200.000.000.,00 250 250.000.000.,00 20 210 000,000,090
Perkada Malaki Panariban sehan dan
dan Penanganan Unjuk Rasa Pananganan Unjul Ras
dan Ker\.ls-\nfm Mas::l dan Kemavhan bz
yang Dikakukan
Penindakan (Laporan|
105023 .01 0017 -
Penyadaan Layanan dasar AR,
dalarn rangka Dampak 11 E22000,00 13.120.900,00 13.000.000,00 25 000.000,00 20 000.000,00 KOTAWARIN
Penegakan Pemiuman Dasah G BARAT
dan Paduran kepala dasarah
Jumbah Laparan
Penyad@an Layanan
Darmpak Pensgakan
= .
Tersadmrya Palayanan dasar e'd.!l dan Pericada yang
ot et g megaR yung Terlayariumlah Laparan
terkena Dampak Penagakon pember@an paelayaan 4 4 4 1182200000 4 13.120.900,00 4 13.000.000.00 4 25.000.000.00 4 20 000.000,00
Perda dan Perkada dazar kepada warga
Layaran yang fer
Darmpak Peansgakan
Perda dan Perkada yang
Terlayari {Laparan)
1.05.022 .01 0018 - Pengadaan KAR
g:rx'::;’fﬂz:"::"‘ 90.000.000,00 95.000.000 00 1.000.000 00 135.000.000,00 3.000.000,00 KOTHWARN
Ketertban Umum o
Tersediarya Samana dan ;umhh Sarsma din
razyrana Ketemaraman
Prazarana Keterteraman dan 1 1 B4 9000000000 &5 95.000.000,00 &2 91.000.000,00 a5 1:35.000.000,00 &3 93 .000.000,00
Ketardban Urmim dan Kaferiiban Umum
) yang Tarsadia {Uni)
105023010019 - KAR.
Pembeniukan Saigas Linmas 13.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 20.000.000,00 20 .000.000,00 KOTAMARIN
Tnghat Kab/Kota G BARAT
Terbariukrya Saigas Lnmas d
tingrat Kab'Kata dalam Jumnkah Dakumen S5
penyelenggaraan perindungan | Pembentukan Saigas 1 1 1 1300000000 1 13.000.000,00 1 13.000.000,00 1 20 .000.000,00 1 20 00000000
masyardn malau SK Linmas {Dokumen)
Bupaifivali Kata
105022010022 -
Panyusunan Pata Rawan KAR.
Gangguan Kelenleraman, 120.000000.,00 1:30.000000.00 1:20.000.000.00 200.000.000.,00 120.000.000,00 KOTAMARIN
Ketartiban Umum dan GIN BARAT

Parlindungan Masyarakal
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BIDANG URUSAN /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM/OUTCOME/ | o rroomE ¢ TAHUN | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT | | oips)  |KETERANGAN
KEGIATAN / OUTPUT 2024 DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT
[TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU [TARGET PAGU
o) o2y 03} o) 05) 108) 07} o8} o8y i [ n2) 13} [14) 15 [18) 7
Jumbah daburmen Pata
) Daerah Rawan
ezstama Dturen P3| Conggin Tansaum
"eg dakurman yang
Tramibun dan dakumen manoqamiaricn daersh
pemetan Rawan Gangguan r“ﬁg‘;m - 1 1 1 120.000.000,00 1 130.000.000,00 1 1:20.000.000,00 1 200.000.000,00 1 120.000.000,00
Ketartaraman, Keterban o
Umum dan Peslindungan Feferteraman , Kelaribany
Masyarahat yang sah dan legal Urnum. dan Pedind ungen
Masyarakal yang sah
dan lagal | Dakumen)
105022010023 -
Peryedamn Layanan kformasi KAB.
dafan penysienggaraan 3.700.000,00 3.800.000,00 3.900.000,00 10 00000000 1000000000 KOTAWARB
leaben teraman dan Keateriban GIN BARAT
Urnum
Jumbah Dakumen Fasil
Terzad@mmya Layanan Infarmasi ::;:a;::r:ﬂumusl
dalam penydenggaraan
perpeenggaraan 1 1 1 3.700.000,00 1 3.800.000,00 1 3.900.000,00 1 10.000.000,00 1 10.000.000,00
Iquer".:s;.:emnun dan Kateriban kelarfamman dan
Ketarfiban Umum
{ D)
105022010024 -
Implementasi jugas dan fungsi EAE.
Satpd PP sesus Indeks 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 50.000.000,00 30.000.000,00 KOTAWARE
Periyslenggarasn rarfibum G BARAT
Provinsi dan Kabupsten' Kala
Teriaksananya
pen yelen ggaraan tandbum d ':I:‘“Zr;?qh':::‘
dasmah sasuai dengan _p ¥ 93 o
Kyttt egri Nesner trarfibum sarah
100 4. 34860 Tebun 2022 sl bl 3 12 12 20.000.000,00 12 2000000000 | 12 20.000.000,00 12 50.000.000,00 12 30.000.000,00
'.a'ﬂmg T m','umgga'aan
Penyaenggaraan ::r:::n: dan
Ketarteraman dan Ketadiban y e
T—— {Durmen}
105022010025 - WAB.
Peninghatan Kapasias SDM 50.080.000,00 51.000.000,00 5200000000 150 000,000 00 8000000000 KOTAWARN
Satuan Palisi Pamang Prajp G BARAT
Terkksan anya Penngkatan ;u;“:h A:m?"jmd
Kapasitas SDM Sstuan Polisi i meng 50 50 ] 50 08000000 50 100000000 | 50 soonomon | S0 15000000000 | S0 8000000000
Pamangamjp peningkatan kapasias
{Crang)
r [Pre san base pedanggaran
:‘:";‘grp*" LT Perda dan Pearada yang a5 88 @0 235 58500000 a2 236 762900 00 a4 287 94670000 | 95 30000000000 | 98 401 500.000,00
Ll ot difindaidanjus (%)
105022 (2 - Panagskan
Parauran Dasrah
T 150 585.000,00 15076290000 178.000.000,00 187 000.000,00 246 500.000,00
BupailVali Kata
Jumkah Laporan Hasil
Terkaksanan ya pen yslesaian 2:1 “::: -
pelanggaran paraturan dasmh D'Idrkm T d::adg
dan prraturan kepak dasah [ i 12 12 12 150.585.000.00 12 150.762.900,00 12 178.000.000,00 12 187 000.000,00 12 246 500.000,00

sasuai standar oparasional
prasadur

Kepatuhan Terhadap
Pelakzanaan Pamiran
Daeran dan Peraturan

Kepala Dasrah (Laparan
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BIDANG URUSAN |
PROGRAM ! OUTCOME /
KEGIATAN |
SUBKEGIATAN OUTPUT

INDIKATOR
OUTCOME /
OUTPUT

BASELINE
TAHUN

TARGETDAN PAGU INDIKATIF TAHUN

[TARGET

[TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

TARGET

PAGU

[TARGET

PAGU

PERANGHKAT
DAERAH

LOKASI

o1}

102)

04)

Jumibah Dakumen
[Pambe san Hasil
Panyidikan stas
Padanggaran Parda
{Dedurman)

Jumbah Dokumnen
penydenggaraan
Penegakan Parda dan
Perkada sasuai
Instumen Penegakan

Jumiah Dakumen S0P
Penegakan Persturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah
|dakuman)

Jumiah Laparan Hasil
Palakzanaan Sosmleasi
Penagan Parsturan
Daeran dan Peraturan
Kepala Dasrah (Laporan)y

Jumbah Laparan Hasil
Penyslicikan stas
Dugaan Padamggaran
Parsturan Dasrah dan
Paraturan Kepala Dosmby
| Laparan)

Jumiah Laparan
Pelalsanaan
Penanganan Atas
Paanggaran Pamburan
Daerah dan Peraturan
kapala dasmah Sesua
S0P Laparan)

Jumih Sarana dan
Prazarana Penegakan
Peraturan Daerah (unif)

Jumkah Perkara yang
[Drapant Diimicdan ghan
{leparan)

(06}

[07)

109}

10}

11}

12}

13}

[14)

1.05 022 (02 0005 -
Penyusnan SOP Penagakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Dasrah

500000000

5.000.000,00

10 000,000 00

1000000000

15.000.000,00

Tersusurrya SOP Penagakan
Peraturan Daeran dan
Perauran Kepala Dasah

Jumish Dakumen S0P
P sgain Paraturan
Daerah dan Peratiuran
Kepala Daerah
{daiumen}

500000000

5.000.000,00

10000000 00

10.000.000,00

15.000.000,00

1.05.02.2.02 0008 - Pangadaan
dan Pemaliharaan Sarana dan
Prazarana Penagakan
Paraturan Dasrah {Ruang
Pameriksanaan, Gelar Perkara,
dan Ruang Panyirmpanan
Earang Buks)

000

2.000.000.00

5.000.000.00

7000.000,00

9.500.000,00

Tersed@mnya Sarara dan
Prasarana Penegakan
Peraturan Daerah

Jumiah Sarana dan
Prasarana Penegakan
Peraturan Daerah {unif)

0aa

200000000

5.000.000.00

7000.000.00

950000000

[15)

(16}

17}

KAB.
BO T RN
GIN BARAT

KAB.
O T RN
SN BARAT
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BIDANG URUSAN /

TARGETDAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM/OUTCOME ! | oy reome TAHUN | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 PERANGKAT | | nyas)  |KETERANGAN
KEGIATAN ! DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT COTRL g
[TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
[l o2y 103} o4 105} [06) 107} fog) 108y o) 1) 12} 113} (14} 115) (16} 117
105023 02 0007 - o
L 1 6 A R 1552200000 16.000.000 00 2000000000 2000000000 25 000.000.00 KOTAWARE
Palanggaran Pamtran Dasrah G BARAT
dan Paraturan Kepala Dasrah
Jumbah Lapaoran Hasil
Terkaksanan ya Pen yelickkan Penydicikan atas
atas Dugaan Palinggaran Dugaan Palanggaran
A L 12 12 7 15 522000,00 7 18.000.000,00 a 20.000.000,00 8 20.000.000,00 8 25 00000000
Paraturan Kepala Dasrah Peraiuran Kepala Dasmakhy
{Laparan}
105 022 02 0008 - Dubsurigan KAB.
Pedsbzanamn Sidang s 25 00000000 25 0000000 25 00000000 25 000.000,00 3000000000 KOTAMARM
P alanggaran Pambran Dasrah GIN BARAT
Teriak=ananya Sidang sas dumish Perkara yang
o ¥ a Dapat Disdlanghan 10 i 20 2500000000 | 20 2500000000 | 20 250000000 | 20 2500000000 | 20 3000000000
danggaran Peratwan Dasean [ 500
105 022 02 0008 -
P embedasan Adminsims Lo
18.116:000,00 17 000.000.00 20.000.000,00 20.000.000,00 3000000000 KO TAMARIN
Penyidilean deh PPNS G BARAT
Penegak Peraturan Dasrah
Jumnkah Dakumen
Terkzananya Pembarkazan | Pembadasan Hasil
Hasi Peyidiken deh PPNS | Penyidikan atas 12 20 20 1811800000 | 20 Foonomoo | 2 20000000 | 20 2000000000 | 20 3000000000
Penagak Parda Paanggaran Parda
{Dhados i)
Hurmai At
Salatan,
Katawanngn
1.05.022.02 0010 - Sosil=asi Lama ., Ans
Penagakan Paraturan Dasrsh 35.000.000,00 20 762.900.00 35.000.000,00 35.000.000,00 4200000000 Usra
dan Paraturan Kepala Daerah Pangkalan
Laca
Barghaan
Barpary
Jurnkah Laporan Hasil
Tertak=anan ya Sosialisas Palasanaan Sosaleas
Penegakan Peraturan Daeah | Penegan Paratuan 2 2 [ 35.000.:000,00 8 20 762.900.00 8 35.000.000,00 [ 35.000.000,00 [ 42 00000000
dan Pamtran Kepala Dasrah | Dasrah dan Perasturan
Kenala Dasrah (Laporan))
105 022 02 0011 -
Pen Aaas Pl LEtt
Anganan Adas Feanggarn 25 090.000,00 25 000.000,00 27 000,000 00 281000.000,00 351000.000,00 KO TAWARIN
Peraturan Daerah dan oy
Peraturan Mapak daerah
Jumkah Laporan
P el ko
Terlakzananya Penanganan =:1mg:::11 Atas
Ates Pelanggarm Pershimn o L o) Pemiumn iz iz iz 25 .180.000.00 iz 25.000.000.00 iz 2700000000 iz 28 .000.000,00 iz 35.000.000,00
Daerah dan Peraturan kepala o danD
dasrah Sesua SOP A dan Peruran
kepala daerah Sesua
S0P Laparan)
105022 02 0012 -
Pengawasan Mas Hepasban KAB.
Tertuacly Palsezaran 18 857.000,00 18.000.000,00 21.000.000,00 22.000.000,00 3500000000 KO TARMARIN
Peraturan Daerah dan GIN BARAT

Peraturan Kepala Dasah
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BIDANG URUSAN |

TARGETDAN PAGU INDIKATIF TAHUN

INDIKATOR BASELINE
PROGRAM/OUTCOME ! | o reome 1 TAHUN | 2025 2026 2027 2028 2020 2030 PERANGKAT | ) qpsi  |KETERANGAN
KEGIATAN | DAERAH
SUBKEGIATAN OUTPUT ezt =t
[TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGLU [TARGET PAGU [TARGET PAGU
o7) 02) | o9 | w09 106) 07) 08 i09) 110) 1) 112] 73] 7] 115 1) i)

Jarmiah Laporan Hasl
TTerlsvanarma Pengawarsan 2:1“""::’; -
oty [pma s
Kepmuhan Terhadap e 12 12 12 1eas700000 | 12 100000000 | 12 2moomen | 12 2oonmon | 12 35.000.000,00
Palssanaan Paraturan Dasmb
dan Pamtran Kepala Daerah | F S2oaraan Perbran

Daerah dan Peraturan

K epala Daerah |Laparan)
105022020013 -
Impkmentasi Pans gakan EAB.
Partda dan Pariada sasuai 10.000.000,00 13.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 KO TAWARIN
Im=trumean Panagakan Parda G BARAT
dan Parsada

Jumnbsh Dokumen
Terlakzananya pren yeden gy araan
penydenggaraan Penegakan | Penegakan Perda dan
Perda dan Perkada sasuai Perkoada sasuai 1 1 2 10,000,000 00 2 13.000.000 00 3 15.000.000.00 3 20.000.000.00 ] 25.000.000.00
I=urmen Penegaan Perda dan| inssrumen P ene gakan
Perkada Perda dan Perkada

{ Dyt e
10502203 - Pariinaan
Penyiik Pagawai MNagen Sigl 85.000.000,00 85.000.000,00 109.948.700,00 113.000.000,00 155.000.000,00
{PPNS ) Katwpaten/ Keta
Termadmmya SOM menegakian | Jumih Laparan Hasl
peraturan daersn dankepala | Kinerja Sekretariat PPNS 2 1 5 5.000.000 00 5 8500000000 | 5 1oa s 70000 | 5 11300000000 | 5 155.000.000,00
dssrah sesuai dengan standar | {Laparan)

Jarmiah Apamie yang

Mengku Didat PPNS

Panegak Parshign C g g C & & 2

Daersh {Laparan)

Jurnksh Dakuman Hasil

Palak=araan Kaja Sama

Artar Lembaga dan

Kemiram datam 1 1 1 1 1 1 1

Palazanaan Panegakan

Peraturan Daerah

(Dekuman)

Jumbah Laparan Hasil

Pengemiangan dan

Peninghatan Kapasitas 2 2 5 5 5 5 5

Pejabat PENS Panagak

Perda {Laporan)
105022 03 0003 - Kega
Sama Artar Larmbaga dan
L 20000000 00 20,000,000 00 20.000.000,00 20.000.000,00 40000.000,00
Penegalkan Peratumn Daersh

Jurnbs b Dakumen Haesil
Terssdinmya DommanHasl | Peiskeanaan Kera Sama
Palsizanaan Keja Sana Ante | Artar Larmbaga dan
Lembaga dan Kemitram dalam | Kemisamn daiam 1 1 1 20000000 00 1 20,000,000 00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 40000.000,00
Palsizanaan Penagaan Paaizanaan Panegakan
Parsturan Daerah Parsturan Dasrakh

{Deumean)
105 022 03 0004 -
Pembarsukan PPNS Panagak 2500000000 2500000000 A7 84670000 40000.000.00 45.000.000.00
Peraturan Daeran
Tersedmiya Anggarn Diat [N AFIERE yan
PPNS Penegak Paraturan ™ : 1 1 1 2500000000 1 2500000000 | 2 woasamooo | 2 4000000000 | 2 45.1000.000.00

Daerah

Panagak Paraturan
Daerah {Laparan }
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BIDANG URUSAN | TARGETDAN PAGU INDIKATIF TAHUN
INDIKATOR BASELINE
RO o CME | ourcome [ TAHUN | 2025 2026 2027 2028 2029 2030 T | LOKASI |KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT u i s
[TARGET [TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU [TARGET PAGU
o1} [02) [03) [04) 105) 106) 107} 1og) 109) 1oy 11} 12} 13} 14} 15) 116} 17
KAB.
e el 20 000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 KO THWIAR
L GIN BARAT
Taukmm}'.:Tugas-dm Jurniah Lagioran Hasil
3‘;"3;“::2:;:;: A3 e Sekresarion PENS 2 1 5 20000000 00 5 Hom0mooa| 5 Hom0mooa| 5 2000000000 | 5 3000000000
Peraturan Daerah {Laparan)
1105 022 03 D006 - KAB.
Pengambangan Kapastas dan 20 000.000,00 21.000.000 00 2 000,000,080 33.000.000,00 40.000.000,00 KO TAWARIN
Karier PPNS GIN BARAT
Jumbah Laporan Hasil
Teraksananya Pengambangan |Pengambangan dan
dan Paringkatan Kapasitas | Peninghatan Kapasitas 2 2 5 20 000.000,00 5 21.000.000,00 5 2 000,000 00 5 33.000.000,00 5 40.000.000,00
Pajahat PPNS Panagek Perda |Pejabat PPNS Penagak
Puarda {Laparan)

Sumber: sipd-ri/lkemendagri.go.id/renstra

Setelah sebelumnya ditetapkan program prioritas dalam Dokumen RPJMD, serta kegiatan dan sub kegiatan dalam Dokumen
Renstra, langkah selanjutnya adalah memilih dan menentukan kegiatan serta sub kegiatan yang akan secara langsung mendukung
pencapaian program prioritas tersebut. Proses pemilihan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesesuaian antara program
prioritas dengan prioritas pembangunan daerah, efektivitas alokasi sumber daya, dan kemampuan perangkat daerah dalam
melaksanakan kegiatan yang ditentukan. Dengan demikian, kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih dapat memberikan kontribusi

maksimal dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta mendukung realisasi outcome yang terukur dan terarah.
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Tabel 4.3

Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas
Pembangunan Daerah

No

PROGRAM PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN / SUBKEGIATAN

KET

(1)

()

)

(4)

®)

1.05.0.00.0.00.01.0000 - Satuan Polisi Pamong Praja

Program Peningkatan
Ketenteraman Dan
Ketertiban Umum

Meningkatnya
Ketentraman,
Ketertiban Umum,
Serta Pelindungan
Masyarakat

Penanganan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban
Umum dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten /Kota

Persentase Pelayanan
Ketentraman dan
Ketertiban Umum

Koordinasi Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta  Perlindungan  Masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota

Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penyusunan SOP Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan
Polisi Pamong Praja  melalui
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol
PPngsional Pol PP dan Uji
Kompetensi bagi Pejabat Fungsional

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan
Pelindungan Masyarakat

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan
Polisi Pamong Praja dan Satlinmas
melalui Pelatihan Teknis Satpol PP
dan Satlinmas

Pencegahan Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,
Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan,
dan Pengawalan

Penindakan Atas Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Umum
berdasarkan Perda dan Perkada
Melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Penyediaan Layanan dasar dalam
rangka Dampak Penegakan
Peraturan Daerah dan Perturan
kepala daerah.

Pengadaan dan Pemeliharaan
Sarana dan Prasarana Ketentraman
dan Ketertiban Umum

Penyediaan  Layanan Informasi
dalam penyelenggaraan ketenteram

Implementasi tugas dan fungsi
Satpol PP sesuai Indeks
Penyelenggaraan trantibum Provinsi
dan Kabupaten/ Kota

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan
Polisi Pamong Praja
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Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah

Ketentraman, Kabupaten/Kota dan Peraturan
Ketertiban Umum, Bupati/Wali Kota

Serta Pelindungan

Masyarakat

Persenetase Penyusunan SOP Penegakan
Penurunan Peraturan Daerah dan Peraturan
Pelanggaran Perda Kepala Daerah

dan Perkada Penyelidikan  terhadap  dugaan

Pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah

Dukungan Pelaksanaan Sidang atas
Pelanggaran Peraturan Daerah

Pemberkasan Administrasi
Penyidikan oleh PPNS Penegak
Peraturan Daerah

Sosialisasi Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah

Penanganan Atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala daerah.

Pengawasan Atas Kepatuhan
Terhadap Pelaksanaan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah

Sumber: Data yang diolah, 2025

2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Trantibumlinmas
Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh perangkat daerah diukur
melalui sejumlah indikator kinerja yang menggambarkan pelaksanaan tugas
dan fungsi sesuai kewenangannya. Indikator-indikator tersebut diklasifikasikan
ke dalam tiga kategori, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) dan Standar Pelayanan Minimal, yang masing-masing memiliki
peran strategis dalam mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, dan
evaluasi kinerja perangkat daerah.
a. Indikator Kinerja Utama
Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra
perangkat daerah melalui Indikator Kinerja Utama atau disebut IKU.
Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi. Berikut
disampaikan IKU Satuan Pol PP Kab.Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029
dalam bentuk Tabel 4.4.

Renstra Satuan Pol PP Kap. Kotawarigin Barat 2025-2029 69 |Bab 1V




Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama
Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat

Target Tahun

No Indikator Satuan 005 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | <
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Persentase Penurunan % 13 15 18 25 30 33

Pelanggaran  Perda /
Perkada
2. | Persentase Pelayanan % 100 100 100 100 100 100
ketentraman dan
ketertiban Umum
3. | Nilai SAKIP Nilai 80 90 100 100 100 100

Sumber: SK Penetapan IKU Satpol PP Kab. Kotawaringin Barat Nomor 01 Tahun 2025

b. Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci atau disebut IKK Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin

Barat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci
Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat

) Target Tahun
No Indikator Satuan 5025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | K¢
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Persentase gangguan % 100 100 100 100 100 100
Trantbum yang dapat
diselesaikan
2. | Persentase Perda dan % 100 100 100 100 100 100
Perkada yang Ditegakkan
Sumber: LPPD
C. Standar Pelayanan Minimal
Standar Pelayanan Minimal atau disebut SPM Satuan Pol PP Kab.
Kotawaringin Barat disajikan pada tabel berikut :
Tabel 4.6
Standar Pelayanan Minimal
Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat
. Target Tahun
No Indikator Satuan 025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | K©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. | Pemenuhan standar % 100 100 100 100 100 100
sarana prasarana Satpol
PP yang digunakan
sebagai penunjang proses
penyelenggaraan
ketertiban  umum  dan
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ketenteraman masyarakat
serta penegakan Perda
dan Perkada yang
dilaksanakan oleh Satpol

PP
2. | Pemenuhan Standar % 100 100 100 100 100 100
Operasional Prosedur
(SOP) Satpol PP dalam
rangka penegakan
perda/perkada serta
penyelenggaraan
Tibumtranmas sesuai
Permendagri 16 Tahun
2023
3. Pemenuhan standar % 100 100 100 100 100 100
peningkatan kapasitas
anggota Satpol PP dan
anggota Perlindungan

masyarakat dalam rangka
penegakan perda/perkada
serta penyelenggaraan
Tibumtranmas atau ASN
yang telah lulus diklat
dasar Satpol PP dan
satlinmas yang telah

mengikuti peningkatan
kapasitas SDM
4. Pemenuhan standar % 100 100 100 100 100 100
pelayanan yang terkena
dampak gangguan
Trantibum akibat
penegakan hukum

pelanggaran
Perda/Perkada terhadap
pelayanan kerugian
material

Sumber: https://spm.bangda.kemendagri.go.id/
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'BAB V PENUTUP

1.

Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat
berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Dokumen Rencana
Strategis S Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat berisi perencanaan yang
merangkum visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok penerima manfaat, serta rencana pendanaan
indikatif. Rencana Strategis perangkat daerah ini diharapkan dapat memperkuat
peran para pemangku kepentingan dalam menjalankan rencana Kkinerja,
sekaligus menjadi acuan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas,
fungsi, dan kewenangan Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat
Tahun 2025-2029 memerlukan dukungan serta komitmen dari pimpinan dalam
menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab
institusinya. Dengan dirumuskannya Rencana Strategis Satuan Pol PP Kab.
Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi pedoman sekaligus
acuan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan
Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat.

Dokumen ini juga diharapkan mampu mengakomodasi kebutuhan
pelayanan kepada masyarakat dan koordinasi antarperangkat daerah, serta
berkontribusi secara optimal dalam mendukung pencapaian visi dan misi
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029.

Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan merupakan pedoman umum yang berfungsi untuk
menjamin konsistensi, efektivitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan Rencana
Strategis Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat. Kaidah ini disusun untuk
memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, penganggaran,
pengendalian, dan evaluasi program dan kegiatan perangkat daerah berjalan
selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, baik

jangka menengah maupun jangka panjang.
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Dalam rangka memastikan pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Pol

PP Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029 berjalan secara efektif, efisien,

terarah, dan terukur, maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

a. Seluruh program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang tercantum dalam
Renstra ini harus disusun dan dilaksanakan dengan mengacu pada arah
kebijakan dan sasaran pokok RPJD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun
2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat periode berjalan.

b. Perencanaan dan penganggaran tahunan melalui Rencana Kerja (Renja)
Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus
mengacu pada target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam
dokumen Renstra ini, dengan menjamin keterkaitan yang konsisten antara
input, output, dan outcome.

c. Pelaksanaan program strategis yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui
koordinasi dengan perangkat daerah terkait, guna menciptakan sinergi dan
menghindari tumpang tindih pelaksanaan.

d. Pengambilan keputusan dalam pelaksanaan Renstra ini harus didasarkan
pada data yang sahih, akurat, dan mutakhir. Evaluasi kinerja dilakukan
secara berkala sesuai dengan siklus pengendalian pembangunan, dan
hasilnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan.

e. Dalam hal terjadi perubahan regulasi, nomenklatur, struktur organisasi, atau
dinamika strategis lainnya, maka Renstra ini dapat disesuaikan sepanjang
tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan

nasional dan daerah.

Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis
Satuan Pol PP Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2025-2029 dilakukan untuk
menjamin ketercapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah
ditetapkan. Pengendalian bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara
pelaksanaan program dan kegiatan dengan rencana yang telah disusun,
sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai efektivitas, efisiensi, serta dampak
dari pelaksanaan tersebut.

Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun

dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil Renja Satuan Pol PP Kab.
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Kotawaringin Barat, namun jika terjadi perubahan regulasi yang mengatur
mengenai Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Renstra, maka mekanisme
Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan dengan mengacu pada regulai

yang berlaku.
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